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PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk
mendapatkan rasa aman dan pelindungan dari segala
bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan
perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan
derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia
sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan
dan anak;

bahwa untuk memastikan pelindungan dan pemenuhan
hak bagi perempuan dan anak dalam mendapatkan
layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan
terintegrasi maka  diperlukan  standar layanan
perlindungan perempuan dan anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tentang Standar Layanan

Perlindungan Perempuan dan Anak;
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Mengingat

Menetapkan

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR LAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Standar Layanan adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan
acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan
janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan

terintegrasi.
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Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya
disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk
melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak
dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi
darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak
dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi
korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban
penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak
korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban
kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak
penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah
dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial
menyimpang, dan Anak yang menjadi korban
stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang
tuanya.

Penerima Manfaat adalah perempuan dan Anak yang
mengalami  kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus, dan masalah lainnya.

Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya
disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan
perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan
secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman
tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau
publik.

Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat
KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang
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10.

11.

12.

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya
disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya
disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian
tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah
unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah
daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan
Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pengaduan Masyarakat adalah fungsi layanan untuk
menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan
dan Anak yang diterima oleh UPTD PPA.

Penjangkauan Korban adalah fungsi layanan untuk

mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum
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mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak
lain.

Pengelolaan Kasus adalah fungsi layanan untuk
memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima
Manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan
cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.
Penampungan Sementara adalah fungsi layanan untuk
menyediakan  atau  memberikan  akses  tempat
perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan
dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan
pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.

Mediasi adalah fungsi layanan dengan cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang
diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima
Manfaat secara langsung untuk memastikan
terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

Pendamping PPA adalah tenaga layanan yang memiliki
kualifikasi, kompetensi, dan terlatih mendampingi
Penerima Manfaat dalam layanan PPA di UPTD PPA.
Manajemen Kasus adalah pendekatan untuk memastikan
Penerima Manfaat mendapatkan layanan PPA untuk
memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat,
akurat, komprehensif, dan  terintegrasi dengan
menghubungkan berbagai layanan.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan
Anak yang selanjutnya disebut Simfoni PPA adalah
sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan, dan
pengintegrasian data perempuan dan Anak yang
mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan
perlindungan khusus, dan masalah lainnya bagi UPTD
PPA dan penyelenggara layanan PPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen

PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan
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21.

(1)

(2)

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan dan tugas pemerintahan di bidang
perlindungan Anak.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 2

Standar Layanan PPA dimaksudkan sebagai pedoman

bagi UPTD PPA dalam menyelenggarakan fungsi layanan

PPA kepada Penerima Manfaat secara cepat, akurat,

komprehensif, dan terintegrasi.

Penyusunan Standar Layanan PPA bertujuan untuk:

a. menetapkan ukuran = penyelenggaraan  fungsi
layanan Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan
Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan
Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban;

b. memastikan UPTD PPA memberikan layanan secara
cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi untuk
meningkatkan kualitas dan cakupan layanan PPA;
dan

c. menjadi dasar dalam melakukan penilaian kualitas
layanan, akreditasi kelembagaan UPTD PPA, dan
upaya perbaikan layanan PPA secara cepat, akurat,

komprehensif, dan terintegrasi.

BAB II

FUNGSI, PENERIMA MANFAAT, PENDEKATAN MANAJEMEN

(1)

KASUS, DAN KOMPONEN LAYANAN

Pasal 3
Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA
meliputi:
a. Pengaduan Masyarakat;
b. Penjangkauan Korban;
c. Pengelolaan Kasus;

d. Penampungan Sementara;
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e. Mediasi; dan

f.  Pendampingan Korban.

Dalam pemberian fungsi layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), petugas UPTD PPA mencatat dalam sistem
pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA yang
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

oleh Menteri.

Pasal 4

Penyelenggaraan fungsi layanan oleh UPTD PPA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan Standar Layanan PPA.

Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pendahuluan;

b. kewenangan dan pendekatan penyelenggaraan
layanan PPA;

c. mekanisme layanan, fungsi layanan, dan sistem
informasi data;

d. mekanisme komunikasi;

e. standar operasional prosedur layanan PPA;

f.  pemberian layanan berdasarkan asesmen risiko dan
bahaya;

g. ringkasan prosedur pelaksanaan fungsi layanan
PPA;

h. kebijakan keselamatan Anak serta perlindungan
dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual;

i.  formulir survei kepuasan Penerima Manfaat; dan

j- penutup.

Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Layanan PPA diberikan kepada Penerima Manfaat.
Dalam hal Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak memiliki dokumen kependudukan,
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(1)

(1)

UPTD PPA membantu proses penelusuran dan/atau
pembuatan dokumen kependudukan melalui Dinas
terkait untuk memastikan Penerima Manfaat dapat
mengakses Layanan PPA sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Dalam menyelenggarakan setiap fungsi layanan PPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD PPA
menggunakan pendekatan Manajemen Kasus.
Pendekatan Manajemen Kasus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. identifikasi;
b. asesmen;
c. perencanaan intervensi,;
d. pelaksanaan intervensi;
e. pemantauan dan evaluasi;
f.  tindak lanjut; dan
g. terminasi kasus.
Pendekatan Manajemen Kasus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 7
Standar Layanan PPA terdiri atas 2 (dua) komponen
utama, yaitu:
a. komponen proses penyampaian layanan (service
delivery) PPA; dan
b. komponen pengelolaan layanan (manufacturing)
PPA.
Komponen proses penyampaian layanan PPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
proses penyampaian fungsi layanan UPTD PPA yang
harus diinformasikan oleh petugas UPTD PPA kepada
Penerima Manfaat, meliputi:

a. persyaratan;
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b. sistem, mekanisme, dan prosedur;

c. jangka waktu layanan;

d. Dbiaya/tarif;

e. produk layanan; dan

f.  penyampaian keluhan dan saran.

Komponen pengelolaan layanan PPA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses

manajemen operasional layanan untuk memastikan

proses penyampaian layanan berjalan dengan baik,

meliputi:

a. dasar hukum;

b. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

c. kompetensi sumber daya manusia penyelenggara
layanan;

d. jumlah, jenis jabatan, dan profesi penyelenggara

layanan;

jaminan pelayanan;

jaminan keamanan dan keselamatan layanan;

biaya operasional layanan;

5@ oo

pengawasan internal; dan

=

evaluasi kinerja pelaksana.
Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

UPTD PPA melakukan komunikasi dalam pemberian
layanan pendampingan dengan penyelenggara layanan
lainnya.

Dalam hal pemberian fungsi layanan memerlukan
koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah
kabupaten/kota, UPTD PPA kabupaten/kota melalui
dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan Anak tingkat
kabupaten/kota harus merujuk ke dinas yang
menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak tingkat provinsi.
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(3) UPTD PPA tingkat provinsi melakukan koordinasi melalui
dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan Anak tingkat provinsi
untuk mendapatkan layanan di tingkat pemerintah pusat
dalam hal menyangkut:

a. penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan
korban kekerasan yang memerlukan koordinasi
tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
dan

b. penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan

koordinasi tingkat nasional dan internasional.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 9
(1) Pendanaan  pelaksanaan  Standar Layanan  PPA
bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan penyelenggaraan fungsi layanan tidak

dibebankan pada Penerima Manfaat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, fungsi layanan yang
dilakukan oleh UPTD PPA harus menyesuaikan dengan
Standar Layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini

paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi
Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 180);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu
bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42); dan
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata
Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan
dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 158,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

A. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Layanan terhadap perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam
pembangunan nasional. Simfoni PPA mencatat 12931 kasus korban
kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 Anak), dari Januari 2021 sampai
dengan Juli 2021. Apabila dilihat dari jenis dan fungsi layanan yang diterima
oleh perempuan dan Anak, Pengaduan Masyarakat tercatat sebanyak 1.837
perempuan dan 2.338 Anak, layanan kesehatan tercatat sebanyak 816
perempuan dan 1.274 Anak, bantuan hukum sebanyak 735 perempuan dan
1.013 Anak, penegakan hukum sebanyak 153 perempuan dan 454 Anak,
rehabilitasi sosial sebanyak 401 perempuan dan 727 Anak, reintegrasi sosial
sebanyak 54 perempuan dan 121 Anak, pemulangan sebanyak 58 perempuan
dan 114 Anak, serta pendampingan tokoh agama sebanyak 41 perempuan
dan 40 Anak. Berdasarkan angka-angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa
cakupan dan ketuntasan layanan perempuan dan Anak masih menjadi
tantangan yang besar.

Pada tanggal 11 Mei 2020, Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, yang menambahkan 2 (dua) fungsi baru yang harus
dilakukan oleh Kemen PPPA, yaitu Pasal 3 huruf d yang memberi kewenangan
untuk melakukan “penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan
korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas
provinsi, dan internasional” dan Pasal 3 huruf e yang memberi kewenangan
untuk melakukan “penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan
koordinasi tingkat nasional dan internasional”.

www.peraturan.go.id
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Beberapa tahun sebelumnya, Menteri telah menetapkan Peraturan Menteri
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 22 Peraturan Menteri
tersebut mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk
memberikan layanan kepada perempuan dan Anak yang mengalami masalah,
UPTD PPA harus berpedoman pada Standar Layanan yang telah ditetapkan
dan diatur dengan Peraturan Menteri. Atas dasar delegasi tersebut maka
Standar Layanan PPA ini disusun sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam
melaksanakan fungsi layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan
terintegrasi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan
Khusus bagi Anak juga mengamanatkan pelindungan khusus kepada Anak
diberikan di unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, perangkat daerah,
dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu
kepada Standar Layanan yang telah ditetapkan.

1.2, Fungsi Layanan

Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:
Pengaduan Masyarakat;

Penjangkauan Korban;

Pengelolaan Kasus;

Penampungan Sementara;

Mediasi; dan

Pendampingan Korban.

el - S o

Selain fungsi layanan di atas, Standar Layanan ini juga mencakup koordinasi
pelaksanaan penyediaan layanan oleh UPTD PPA dan penyelenggara layanan
lainnya di tingkat daerah. Sedangkan untuk layanan yang memerlukan
koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional dilakukan
melalui layanan rujukan akhir Kemen PPPA.

1.3. Para Pihak

1. Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan Anak.

www.peraturan.go.id
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2. UPTD PPA.
3. Penyelenggara layanan PPA terkait lainnya.
4. Masyarakat yang berpartisipasi dalam layanan PPA.

1.4. Prinsip Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Standar Layanan PPA ini menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dan prinsip-prinsip dalam pemberian layanan

kepada perempuan dan Anak. Adapun prinsip-prinsip dalam pemberian

layanan kepada perempuan dan Anak terdiri atas:

1. Pelindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia
KTP dan KTA merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius
seperti hak untuk hidup, hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan,
serta hak atas rasa aman. Oleh karena itu, semua bentuk bantuan dan
pelindungan berupaya memulihkan hak-hak perempuan dan Anak serta
pencegahan pelanggaran lebih lanjut.

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai
manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan
kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan
Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan
perempuan (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional).

3. Pelindungan kepada Penerima Manfaat
Yaitu hak untuk memperoleh kebenaran, keadilan, pemulihan,
pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan.

4. Nondiskriminasi
Artinya seluruh layanan kepada perempuan dan Anak harus
menghormati prinsip nondiskriminasi atas dasar gender, orientasi
seksual, usia, warna kulit, status sosial, ras, agama, bahasa, dan
keyakinan politik.

5. Kepentingan Terbaik dan Keselamatan Anak
Artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang
dilakukan oleh UPTD PPA, Dinas yang melaksanakan urusan
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pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
Anak, penyelenggara layanan PPA lainnya, dan masyarakat, maka
kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama
(Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak).

6. Kebutuhan Darurat
Dalam kondisi darurat, setiap perempuan dan Anak berhak
mendapatkan layanan dari UPTD PPA, Dinas yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan Anak, dan penyelenggara layanan PPA lainnya di
manapun pada saat mereka ditemukan.

7. Layanan Berkelanjutan
Layanan yang diberikan harus merupakan bagian dari pendekatan
holistik yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi fisik, psikologis, dan

sosial Penerima Manfaat.

Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan secara cepat, akurat, komprehensif,

dan terintegrasi yang artinya:

1. cepat, sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan terjangkau;

2. akurat, dalam memberikan layanan didukung oleh informasi yang benar
berdasarkan bukti dan fakta yang memadai serta dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya;

3. komprehensif, dalam memenuhi hak dan kebutuhan perempuan dan
Anak secara menyeluruh, tepat, dan tuntas, dengan pendekatan
Manajemen Kasus oleh tenaga profesional agar tidak terjadi pengulangan
kejadian; dan

4. terintegrasi, oleh berbagai unit atau lembaga penyelenggara layanan PPA
kredibel yang memberikan berbagai jenis layanan yang berkualitas
secara bersinergi dan terpadu dengan satu tujuan agar perempuan dan
Anak dapat kembali menikmati hak-haknya.

1.5. Panduan Etik dalam Memberikan Layanan

Pada saat memberikan layanan kepada perempuan dan Anak, UPTD PPA,
Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
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perempuan dan perlindungan Anak, dan penyelenggara layanan PPA lainnya

wajib memperhatikan etik berikut ini:

1. komitmen kepada Penerima Manfaat, artinya untuk meningkatkan
kesejahteraan korban dan mengutamakan kepentingan korban.

2. penentuan nasib diri sendiri (self determination), artinya petugas
menghormati dan mempromosikan hak korban untuk menentukan nasib
sendiri.

3. persetujuan atas apa yang diinformasikan (informed consent), artinya
petugas memberikan layanan kepada korban dalam konteks hubungan
profesional berdasarkan pada persetujuan yang sah.

4. penerimaan terhadap Penerima Manfaat dan layanan secara individu,
artinya karena mereka adalah individu yang berbeda sehingga
layanannya juga harus berbeda.

5. kompetensi, artinya petugas yang memberikan layanan harus memiliki
kompetensi yang tepat.

6. kesadaran budaya dan keragaman sosial, artinya petugas harus
memahami budaya dan fungsinya dalam perilaku manusia dan
masyarakat, mengakui kekuatan yang ada pada semua budaya, dan
bersikap nondiskriminatif.

7. konflik kepentingan, artinya petugas harus waspada dan menghindari
konflik kepentingan yang mengganggu penyelenggaraan layanan secara
profesional.

8. privasi dan kerahasiaan, artinya petugas harus menghormati hak privasi
Penerima Manfaat dan tidak boleh meminta informasi pribadi dari atau
tentang korban kecuali untuk alasan profesional, dan standar
kerahasiaan berlaku setelah informasi pribadi Penerima Manfaat
diberikan kepada petugas.

9, akses ke laporan, artinya Penerima Manfaat dapat mengakses laporan
mereka, namun jika petugas khawatir akses Penerima Manfaat ke
laporan tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman yang serius atau
membahayakan mereka maka petugas membantu menjelaskan laporan
tersebut.

10. aktivitas seksual dan pelecehan seksual, artinya dalam keadaan apapun,
petugas tidak boleh terlibat dalam aktivitas seksual, dan/atau
komunikasi seksual yang tidak pantas melalui penggunaan teknologi
atau secara langsung melalui kontak seksual dengan korban, baik atas
dasar suka sama suka atau dipaksa.
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11. kontak fisik, artinya petugas tidak boleh melakukan kontak fisik dengan
Penerima Manfaat (seperti membelai atau memegang tangan) ketika ada
kemungkinan kerugian psikologis pada Penerima Manfaat sebagai akibat
dari kontak tersebut.

12. penggunaan bahasa, artinya petugas mengutamakan komunikasi yang
empatik dan tidak menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang
merendahkan.

13. pembayaran untuk layanan, artinya petugas tidak boleh meminta
pembayaran pribadi atau imbalan lain untuk memberikan layanan atau
dengan kata lain Penerima Manfaat berhak atas layanan yang tersedia
secara gratis melalui UPTD PPA, Dinas yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak,
dan penyelenggara layanan PPA lainnya.

14. Penerima Manfaat mengalami kekurangan kapasitas dalam pengambilan
keputusan, artinya ketika petugas bertindak atas nama Penerima
Manfaat yang tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan,
petugas harus mengambil langkah untuk melindungi kepentingan dan
hak Penerima Manfaat tersebut sesuai dengan peraturan dan kebijakan
yang berlaku.

15. rujukan layanan, artinya petugas harus merujuk Penerima Manfaat ke
petugas profesional lain ketika pengetahuan atau keahlian khusus
profesional lain diperlukan untuk melayani Penerima Manfaat atau
petugas yakin bahwa layanan yang mereka berikan tidak efektif atau
tidak membuat kemajuan bagi Penerima Manfaat.

16. pengakhiran layanan (terminasi), artinya petugas menghentikan layanan
kepada Penerima Manfaat dan hubungan profesional dengan mereka
ketika layanan dan hubungan tersebut tidak lagi diperlukan atau tidak
lagi melayani kebutuhan atau kepentingan Penerima Manfaat,

Selain itu, penyelenggaraan Standar Layanan ini mengacu pada prinsip
manajemen mutu (Sertifikasi ISO 9001 2015) dimana penyelenggaraan
layanan PPA bersifat terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak serta
memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk memastikan kualitas atau
mutu layanan PPA yang dapat dipertanggungjawabkan.
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B. KEWENANGAN DAN PENDEKATAN PENYELENGGARAAN LAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

2.1. Pembagian Kewenangan Layanan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, maka beberapa konsep yang penting terkait dengan layanan

perempuan dan Anak sebagai berikut:

1. layanan perempuan dan Anak yang merupakan bagian dari urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, masuk dalam

klasifikasi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar dan termasuk urusan pemerintahan konkuren. Adapun

pembagian urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sebagai berikut:
Sub Urusan | Pemerintah Pusat Daerah Provinsi -
Kabupaten /Kota
Perlindungan |a. Penyediaan . Penyediaan a. Penyediaan
Perempuan layanan layanan rujukan layanan bagi
rujukan akhir Ianjutan bagi perempuan
bagi perempuan korban kekerasan
perempuan korban kekerasan yang memerlukan
korban yang memerlukan koordinasi
kekerasan yang koordinasi tingkat daerah
memerlukan tingkat daerah kabupaten /kota.
koordinasi provinsi dan . Penguatan dan
tingkat lintas daerah pengembangan
nasional, lintas kabupaten /kota. lembaga penyedia
provinsi, dan . Penguatan dan layanan
internasional. pengembangan perlindungan
b. Standardisasi lembaga penyedia perempuan
lembaga layanan tingkat daerah
penyedia perlindungan kabupaten /kota.
layanan perempuan
perlindungan tingkat daerah
perempuan. provinsi.
Perlindungan |a. Penyediaan a. Penyediaan . Penyediaan
Khusus Anak layanan bagi layanan bagi layanan bagi
anak yang anak yang anak yang
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Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi Rl
Kabupaten /Kota
memerlukan memerlukan memerlukan
perlindungan perlindungan perlindungan
khusus yang khusus yang khusus yang
memerlukan memerlukan memerlukan
koordinasi koordinasi koordinasi
tingkat tingkat daerah tingkat daerah
nasional dan provinsi. kabupaten /kota,
internasional. . Penguatan dan . Penguatan dan
b. Penguatan dan pengembangan pengembangan

pengembangan lembaga lembaga penyedia
lembaga penyedia layanan bagi
penyedia layanan bagi anak yang
layanan bagi anak yang memerlukan
anak yang memerlukan perlindungan
memerlukan perlindungan khusus tingkat
perlindungan khusus tingkat daerah
khusus tingkat daerah provinsi kabupaten [kota.
nasional dan dan lintas
lintas daerah daerah
provinsi kabupaten /kota.

Tabel 2.1.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Dalam hal Penerima Manfaat tidak memiliki dokumen kependudukan,
petugas UPTD PPA membantu proses penelusuran dan/atau pembuatan
dokumen kependudukan dengan melakukan koordinasi melalui dinas
yang menyelenggarakan
perlindungan Anak untuk memastikan Penerima Manfaat

urusan pemberdayaan perempuan dan
dapat

mengakses layanan PPA.
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2.2. Proses Bisnis Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

pplier (5) Input () Proses (P) Output (0) | Customer (C)
1. Pengadusn masyarskat
WL dalem dan Proves inti/utams |- Tenistglanan kikan
Sunr negen, WNA| Lapocar Kasus (penysmpal m
& delam negen Isvaman) Yl
o Dengelalnan knsms | kst
¥ pingas korban | | s cepat, £
6. Mediaxi nkurst, lermtegrast yang sehat
Inspeitorat. it dan kooprehenss | ik pios,
i ;
Menbo, BN, | Muma layanan, - Pengrwasan (CEEATAN) dan sosial
auditor . Proses Pevuepang |, dan pelap
standar layanan kasus
Pemerntah pusat| Anggaran, datz Anggaran
dan daerah, korban,
pemben lyanm, | pengetaluan dan M;“ mansjemen  [Sacans den prassace
kebsal kebial layanan) Kompetens: dan jumlah
tupokst, sarpras SDM pelaksana

Tabel. 2.2. Proses Bisnis Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Layanan PPA melibatkan hubungan kerja unit-unit dalam instansi

pemerintah dan nonpemerintah yang diatur dalam peta proses bisnis

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peta Proses

Bisnis. Peta proses bisnis ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu supplier,

input, process, output, dan customer yang disingkat SIPOC.

Adapun dilihat dari proses bisnisnya, maka Standar Layanan PPA ini dibagi

menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Proses inti/utama meliputi 6 (enam) fungsi layanan UPTD PPA yaitu: (1)
Pengaduan Masyarakat; (2) Penjangkauan Korban: (3) Pengelolaan
Kasus, (4) Penampungan Sementara; (5) Mediasi; dan (6) Pendampingan
Korban. Dalam penyampaian keenam fungsi layanan tersebut, Standar
Layanan ini mengacu pada komponen pelayanan publik yaitu proses
penyampaian layanan (service delivery) yang mencakup komponen
persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu layanan,
biaya/tarif, produk layanan, dan penyampaian keluhan dan saran.

2. Proses manajemen di mana dalam Standar Layanan ini mengacu pada
komponen pengelolaan bagi pelayanan publik yang disebut juga
manufacturing. Proses manajemen ini berguna bagi operasional layanan
dan memastikan proses inti/utama berjalan dengan baik. Proses
pengelolaan layanan ini terdiri dari dasar hukum; sarana, prasarana,
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dan/atau fasilitas; kompetensi sumber daya manusia penyelenggara
layanan; jumlah, jenis jabatan, dan profesi penyelenggara layanan;
jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan layanan; biaya
operasional layanan; pengawasan internal: dan evaluasi kinerja
pelaksana.

3. Proses penunjang/pendukung, dalam hal ini mencakup pengawasan
atas implementasi Standar Layanan, manajemen layanan, mutu layanan
PPA, pencatatan, dan pelaporan baik pelaporan kasus maupun
pelaporan secara manajemen, yang dilakukan melalui mekanisme

pengawasan internal maupun eksternal.

2.3. Manajemen Kasus sebagai Pendekatan Penanganan Penerima Manfaat

Layanan PPA diselenggarakan dengan menerapkan pendekatan Manajemen
Kasus. Manajemen Kasus adalah pendekatan untuk memastikan Penerima
Manfaat mendapatkan layanan PPA untuk memenuhi kebutuhannya yang
beragam secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi dengan

menghubungkan komponen dari sistem layanan (system service delivery).

Berikut yaitu gambar implementasi tahapan proses pendekatan Manajemen
Kasus dalam layanan PPA.

W B WA ~
. . U ———_ o —— - -

Gambar: 2.3. Pendekatan Manajemen Kasus dalam Layanan Perlindungan

Perempuan dan Anak

2.3.1. Tahapan Umum Manajemen Kasus

www.peraturan.go.id



93 2022, No.85

Tahapan umum Manajemen Kasus yaitu:

1. Identifikasi
Meliputi identifikasi jenis kasus, kewenangan kasus, dan tingkat risiko
kasus, dilakukan saat menerima Pengaduan Masyarakat dan
Penjangkauan Korban. Pendamping PPA, dengan dukungan pekerja
sosial yang berperan sebagai manajer kasus segera memfasilitasi layanan
kedaruratan bagi kasus dengan risiko tinggi atau darurat. Pendamping
PPA adalah tenaga layanan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan
terlatih mendampingi Penerima Manfaat dalam layanan PPA di UPTD
PPA. Pendamping PPA terdiri dari unsur pengawas perempuan dan Anak,
konselor, dan pekerja sosial.

2. Asesmen Biopsikososial
Yaitu Pendamping PPA yang berperan sebagai manajer kasus dengan
dukungan penyelia (pekerja sosial senior) kemudian melakukan asesmen
biopsikososial untuk menemukan masalah dan kebutuhan Penerima
Manfaat dari berbagai aspek fisik, psikis, sosial, ekonomi, pendidikan,
dan sebagainya sebagai dasar membuat rencana intervensi layanan yang
komprehensif.

3. Penyusunan Rencana Intervensi Layanan
Yaitu Pendamping PPA membuat rencana intervensi layanan untuk
Pengelolaan Kasus yang mencakup pemberian, pelimpahan, rujukan
pada Penampungan Sementara, Mediasi, dan pendampingan layanan
bantuan dan penegakan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, serta
reintegrasi sosial (termasuk penelusuran keluarga).

4. Pelaksanaan Intervensi
Berupa layanan oleh penyelenggara layanan PPA lainnya, baik dengan
Dinas/lembaga penyelenggara layanan PPA lainnya, antar profesi
(pekerja sosial, psikolog, dokter, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya),
maupun antar wilayah (pusat dan daerah). Dalam hal ini Pendamping
PPA berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para penyelenggara
layanan PPA lainnya.

5. Pemantauan dan Evaluasi
Yaitu Pendamping PPA dengan dukungan manajer kasus melakukan
komunikasi dan konsultasi dengan para penyelenggara layanan PPA
lainnya wuntuk mereviu perkembangan Penerima Manfaat dan
memastikan layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan
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kesepakatan Penerima Manfaat serta diberikan secara ramah terhadap
perempuan dan Anak. Pemantauan berfokus pada proses, seperti kapan
dan di mana aktivitas pelayanan terjadi, siapa yang memberikan
pelayanan, bagaimana perkembangannya, apakah sesuai dengan
rencana dan tujuan intervensi, apa yang menjadi faktor kunci
keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat, dan apakah
perlu dilakukan penyesuaian rencana intervensi atau mencari solusi dari
hambatan yang ada. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap
keseluruhan kegiatan pemberian layanan PPA oleh petugas di UPTD PPA.
Penyelenggara layanan PPA terkait memberikan layanan lanjutan
berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atau berdasarkan hasil
asesmen ketika untuk memastikan kebutuhan yang mungkin saja
berubah sesuai dengan kondisi Penerima Manfaat.

6. Tindak Lanjut
Yaitu mendampingi Penerima Manfaat pasca intervensi dan
memantaunya secara berkala untuk memastikan kesiapan Penerima
Manfaat ketika menjalani kehidupan sosial. Asesmen ulang dapat
dilakukan ketika terdapat kebutuhan Penerima Manfaat yang belum
terpenuhi dengan tuntas dan dilanjutkan dengan tahap-tahap
berikutnya berdasarkan hasil asesmen ulang.

7. Terminasi
Yaitu pengakhiran layanan, kasus ditutup jika dipastikan bahwa semua
kebutuhan Penerima Manfaat telah terpenuhi sesuai kebutuhannya.

Keseluruhan tahapan diselenggarakan dengan pendekatan Manajemen
Kasus, aplikasi Simfoni PPA wajib digunakan mulai penerimaan Pengaduan
Masyarakat hingga terminasi kasus. Data dan informasi yang dihasilkan dari
Simfoni PPA dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
dan pendampingan layanan PPA secara cepat, akurat, komprehensif, dan
terintegrasi. Dokumentasi Penerima Manfaat harus disimpan di tempat yang
aman untuk jangka waktu tertentu dan dapat dibuka kembali apabila
dibutuhkan.

2.3.2. Manajemen Kasus untuk Melayani Penerima Manfaat dalam Situasi

Khusus
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Dalam hal Penerima Manfaat berada dalam situasi khusus maka pendekatan

Manajemen Kasus diterapkan dengan mengacu tahapan Manajemen Kasus di

atas dan memperhatikan kebijakan yang berlaku untuk situasi khusus

tersebut:

1. Penerima Manfaat dalam situasi bencana (alam atau nonalam termasuk
pandemi misalnya Corona Virus Disease-19/Covid-19) mengacu pada
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana;

2. Penerima Manfaat terkait konflik sosial mengacu pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

3. Penerima Manfaat terkait terorisme mengacu pada Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari
Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;

4. Penerima Manfaat penyandang disabilitas mengacu pada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas; dan

5. Penerima Manfaat lanjut usia mengacu pada Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun
2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang
Responsif Gender.

Adapun tahapan Manajemen Kasus dalam situasi khusus yaitu sebagai

berikut:

1. identifikasi (skrining), selain identifikasi kasus, risiko, dan kewenangan,
identifikasi terhadap Penerima Manfaat dengan kondisi khusus juga
dilakukan terhadap kondisi khusus Penerima Manfaat sebagaimana
disebutkan di atas;

2. asesmen biopsikososial Penerima Manfaat yang mencakup kondisi fisik,
psikologis, dan sosial Penerima Manfaat termasuk yang terkait kondisi
khususnya. Misalnya Penerima Manfaat dengan disabilitas, asesmennya
juga mencakup kondisi dan kebutuhan terkait disabilitasnya (fisik,
intelektual, mental, sensorik), dan kondisi sosial Penerima Manfaat
lainnya yang spesifik. Pendekatan asesmen juga disesuaikan dengan
kondisi tersebut, termasuk bantuan penerjemah atau alat bantu lainnya
dalam melakukan asesmen bagi Penerima Manfaat dengan disabilitas;
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3. penyusunan rencana intervensi layanan termasuk perencanaan layanan
terkait kondisi khususnya, misalnya rencana intervensi menyangkut
pemenuhan kebutuhan alat bantu untuk disabilitas;

4. pelaksanaan intervensi layanan wajib memperhatikan kondisi khusus
dan kebutuhan spesifik Penerima Manfaat. Misalnya kebutuhan
Penerima Manfaat dengan disabilitas fisik yang membutuhkan kursi
roda, cara penyampaian layanan dalam kondisi pandemi Covid-19
dengan memperhatikan protokol kesehatan:

5. Selama intervensi layanan, Pendamping PPA memberikan dukungan
sesuai dengan kondisi khusus dan kebutuhan Penerima Manfaat,
termasuk dukungan psikososial awal untuk Penerima Manfaat dalam
kondisi khusus, misalnya Penerima Manfaat yang mengalami dampak
pandemi Covid-19 dapat dilakukan konseling secara online atau jika
layanan diberikan secara langsung maka menerapkan protokol
kesehatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku;

6. pemantauan dan evaluasi kondisi Penerima Manfaat termasuk
pemantauan apakah para Penerima Manfaat dengan kondisi khusus
tersebut mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan spesifiknya;

7. tindak lanjut pasca intervensi layanan juga memastikan Penerima
Manfaat dengan kondisi khusus dapat hidup mandiri dengan kondisi
khususnya; dan

8. terminasi, yaitu Pendamping PPA juga memperhatikan kondisi khusus,
misalnya menyampaikan persetujuan penutupan kasus pada Penerima
Manfaat dengan disabilitas intelektual perlu menyesuaikan dengan
kondisinya.

C. FUNGSI LAYANAN, MEKANISME LAYANAN, DAN SISTEM INFORMASI
DATA

3.1. Mekanisme Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Standar Layanan PPA secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi
diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Kasus
melaksanakan fungsi-fungsi layanan mulai dari Pengaduan Masyarakat
sampa reintegrasi sosial, digambarkan dalam bagan berikut ini:
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3.2.2. Penjanghauan korban

T ———

Gambar 3.1. Mekanisme Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

3.2. Komponen Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Publik, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, proses penyampaian layanan PPA yang wajib
diberitahukan pada perempuan dan Anak sebagai Penerima Manfaat
mencakup persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu
layanan; biaya/tarif; produk layanan; dan penyampaian keluhan dan saran.
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3.2.1. Pengaduan Masyarakat

Pengertian

Pengertian
Pengaduan Masyarukat merupakan fungs: layanan untuk mencrima laporan masyarakat atas kasus perempuan
dan Annk yang diterima olch UPTD PPA baik secarn langsung atau tidak langsung.

Prinsip

1. Laporan kasus perempuan dan Anak di luar kewenangan lembags wajib diterima, kemudian dilimpahkan
kepada penyelenggura layanan yang berwenang.

2. Jika hasil ascsmen menyatakan perempuan dan Anzk dalam kondisi darurat. maka UPTD PPA di tempat
melapor wajib segera membenkan layanan kedanuratan.

3. Petugas pengaduan terdin dan unsur pengelola pemberdaynan, perlindungan perempuan dan Anak, dan
pengawas perempuan dan Anak.

4. Petugas pengaduan wajib memperhatikan berbaga persyurutan untuk menentukan layanan yang skan
diberikan, Petugas pengaduan terdiri dari unsur pengelola pemberdaysan, perlindungan perempuan dan
Anek, dan pengawas perempuan dan Anok.

5. Ketika UPTD PPA mencnima laporan dan korban dan tersangka dan kasus yang sama, maka UPTD PPA
mempnoritaskan layanan untuk korban, sedangkan tersangka dirgjuk ke Jembaga lain untuk menjaga
objektivitas dan menjemin akses keadilan.

6. Dalam tahapan Pengaduan Masyarnkat, UPTD PPA memfasilitasi pengurusan dutu kependudukan dan
layanan penerjemuhan babasa dan/atau alst bantu lain bagi perempuan atan Anak dengan disabilitas
don‘atau WNA jika diperlukan (mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas).

7. Dalam situasi bencana (alam dan nonalam, misalnya pandemi Covid-19. petugas pengaduan wajib
memperhatikan kebyjakan atau peraturan yang berlaku (misalnya mengacu pada Peraturan Menten
Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan  Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kekcrasan Berbasis Gender dalam Bencana),

Persyaratan Layanan Pengaduan Masyarakat

Penerima Manfant

Individu atou lembaga yang mengetuhui adanya dugaan masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masaloh lainnya yang dialami oleh perempuan dan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di
wilaysh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRT) maupun di fuar wilayah hukum NKRE serta Warga
Negara Asing (WNA) yang berada di wilaysh hukum NKRL

iministras
. Sumt rujukan dari penyclenggara layanan lun, jika ada,
2. Kronologi penistiwa dan informasi lainnya dapat dilampirkan schagai data penyerta perempuan dan Anak,
miszlnya surat peagaduan dan laporan kasus dan layanan scbelumnya, untuk mencegah pengulangan
pertanynan dalam asesmen, seria demi kecepatan dan cfcktifitus layanan, jika sda.

Kriteria berdasarkan kewenangan

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam wdentifikas kasus berdasarkan kewenangan:
4. ketersedizan tenaga profesional;

kondist kedaruratan;

ketersedinan sarana dan prasarana;

cfisiensi dan efcktivitas penggunaan sumber daya;

aspek teknis dan metodologi;

kewenangan hukum (wilayah hukum); dan

tempat kejadian kasus.

"Moo o

Adapun implementast identifikas kewenangan scbagai berikut:
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Kewenangan
Kabupaten/kota

Kewenangan provinsi

Kewenangan pusat

1. Tempat kejaduan kasus
(TKK) berada dafam
kabupaten/kota itu sendri;

2. Penerima Manfaat berasal
dan ksbupaten/kota
tersebut; atan

3. Pencnima Manfaat karena
kondisi kedaruratan dan
jarak, tidak mungkin
mengakses layanan di luar
kabupaten/kota TKK.

(5]

. Layanan yang dibutuhkan

Pencrima Manfaat
memerlukan koordinasi limtas
kabupaten/kota:

Pencrima Manfaat berasal dari
beberapa kabupatenkota; atau
Layanan di kabupaten/kota
mengalami hambatan dalam
menycdizkan sumber daya
yang sesum dengan kebutuhan
Pencrima Manfaat,
keterbatusan surana prasarana,
anggarun dan sumber daya
manusia.

[

. Layanan yung dibutuhkan olch

perempuan dan Anak
memeriukan koordinast lintas
provinsi atau lintas negara,
(termasuk perempuan WNI
korban KTP/kekerasan berbasis
gender (KBG) di luar negen.
pekerja migran Indonesia yang
mengalami kasus perkawinan
campuran termasuk Anak-nya,
korban KDRT di luar negen,
dan TPPO di/dan luar negeri;

. Layanan bag: Penerima

Manfaat (1) memeriukan
dukungan advokasi dar tingkat
pusat, (1) layanan dengan
komplcksitas tinggy, dan (1i)
layanan hanya terscdia di

tingkat pusat;

. Jumlah kerugian akibat kasus

yang dialami Pencrima Manfant
adakah 25 miliar rupih ke atas
(ketentuan Badan Rescrse
Kriminal Kepolisian
RI/Barcskrim Polri);

. Pelakunya bagian dari kejahatan

terorganmisir (organized crimej
dengan janingan nasional dan
mtemasional scpertt TPPO,
narkoba. kejahatan siber,
pomografi online,
KTPkekerasan berbusis gender
{KBG) anline, terorisme, dan
radikalisme; atau

. Pelukunya diduga pejabat

negara, pejabat publik,
anggots diplomat, anggota
legaslatif batk di tingkat pusat
maupun dacrah, anggota TNL
unggota Poln, tokoh agama,
tokoh adat, tokoh masyarakat.
scrta pimpinan lembaga lain,
baik milik pemerintah
maupun swasta atau kasus
vang ditangani olch
Barcsknim Poln.

Catatan

. Pembiayaan kasus kedaruratan (kasus dengan nisiko tinggi) menjadi tanggung jawab kabupaten/kota tempat

kejadinn kasus dengan menggunakan layanan emergency.
2. Jika kriteria Pencrima Manfaat termasuk wewenang pusat, maka dilimpahkan ke pusat,

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan Pengaduan Masyarakat
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1 Penerimaan pengaduan 2. 1dentifikasi jenis kasus, 1 Asemmen
ﬁ 2 lii korhan serta memberikan
- dukungan
{ o \
S.iopuot data 4 Rekomendasi layanan
= dan Y
ke dulam Simfons PPA 3 5 pacer vt b sespine

Penerimaan pengaduan dapat dilakukan dengan cara:

u Penerima Manfaat datang langsung ke layanan pengaduan UPTD PPA

b. Penenma Manfaat melokukan pengaduan tidak langsung: (1) melalut telepon, Whatsapp, surat
cetak/surat elektronik/c-mail yang ditujukan kepada UPTD PPA atuu penyelenggora layanan PPA
lninnya, (1) dilaporkan olch pihak lain sclain Penenma Manfaat, (1) Penjangkauan Korban, (iv)
rujukan dari penyclenggara layanan PPA lamnya. dan (v) pelimpahan dan penyclenggara layanan PPA
lninnya.

Melakukan wdentifikasi kasus untuk membedakan kasus Penenima Manfaat berdasarkan kriteria: (2) jems

kasus: (b) nsiko Pencnima Manfnat; dan (c) kewenangan layanan.

Sctelah mengumpulkan identitas Pencrima Manfaat yang terdin don nama, umur, pekerjaan, status

pernikahan, alamat rumah, kontak korban, dan schagainya, muka dilanjutkan dengan:

o melakukan identifiknst apakah jenis kasus Penerima Manfaat sesuni Standar Layanan i ataw tidak.
jika yu, maka dilanjutkan dengan tahap layanan selanjutnya. Jika tidak, maka dijelaskan alasannya dan
diben informasi layanan lain yang sesuai dengan kebutuhannya;

b.  meniln kondisi Penerima Manfaat apakuh termasuk dalam nsiko tinggi. sedang. atau rendah,

Kondisi risiko tinggi: sitvasi dimana kesclamatan dan micgntas fisik dan psikis Penerima Manfaat
terancam, jika tidak mendapatkan pertolongan segera dapat berakibat pada cedera yang serius,
disabilitas permancen. perdagangan orang, cksploitasi, pembatasan gerak (misalnyn penyckapan,
penculikan, penampungan, pemasungan). atau berisiko membahayekan jiwa atau kehilangan nyawa.
Misalnyn, kasus kekerasan scksual yang wenadi kuring dari 3x24 jam harus scgem dirujuk ke layanan
keschatan untuk kepentingan pengumpulun barang bukti medis dan layanan pencegahan kehamilan,
infekst menular scksual (IMS), dan HIV/AIDS. Penerima Manfaat dengan kritenia nisiko tinggi segera
difasilitast dengan layunan kedaruraton yang dapat berupa fuyanan keschatan, Penampungan
Sementara, pencgikan hukum (polisi atau aparat keamanan yang berwenang untuk melzkukan
penyclamatan), don‘atan rchabilitasi sosial (untuk Pencnima Manfaat yang mengalami masalah
psikologis berat seperti niat bunuh din, menyakiti din sendin). UPTD PPA dapat bekenja suma dengan
aparat penegak hukum, RT/RW, dan/atan petugas satuan pengamanan (Bintara Pembina Desa/Babinsa,
Bhayangkara Pembina Keamanan dan  Ketertiban  Masyarakat/Bhabinkamtibmas,  satuan
pengamanan/'satpam) untuk memastikan kcamanan dan kesclamatan Penerima Manfaat.

Kondisi risiko sedang: situzsi dimana Pencrimo Manfant mengalami kesulitan, tidak mampu
menyclesatkan masalah dan pulih dan dampak insiden kckerasan, schingga benisiko menghodapi
ancaman pengulangan msiden atau memperpareh dumpek. Dalam kondisi ini, layanan yang diberikan
yaitu layanan rchabilitasi soswml supsya Penenma Manfaat dapat menghadapi dan meayelesukan
permasalshannya sctelah mengalami penstiwa kekerasan, disknminasi, perdindungan khusus, dan
masalah lamnya.

Kondisi risiko rendah: situasi dimana terdapat kekhawatiran akan ada potensi risiko bagi Pencrima
Manfaat jika tdak dibenkan layanan protektif yang diperlukannya untuk beradaptasi menuju keadsan

www.peraturan.go.id



_31-

2022, No.85

3.

4.

5.

normal dan dampak insiden tidak lagi menjadi gangguan yang signifikan.

¢ Mengidentifikast apakah kasus Pencrima Manfuat menjadi kewenangan pemenintah dacrah atau
pemenintah pusat. Jika kriterianya termasuk kewenangan pemenntah dacrah maka dilanjutkan dengan
layanan di dacrah, jika kewenangan pemerintah pusat maka UPTD PPA menginm surat rujukan ke
layanon rujukan akhir di Kemen PPPA.

Ascsmen biopsikososial musalah dan kebutuhan Penenima Manfast serta lavanan dukungan psikososial
awal: sctelah diperolch hasil analisa bahwa Penerima Manfaat dapat dibantu, maka dilanjutkan ascsmen
biopsikososial mendalam sccara komprehensif untuk menemukan mmsalsh dan kebutuhan Pencrima
Manfaut dani berbagar aspek fisik, psikis, sosial, ckonomi, pendidikan, dan sebagaimya untuk mendapatkan
mtcrvensi layanan secara komprehensif.

Menvusun _rencans intervensi lavonan  berdasarkan  hasil sscsmen biopsikosostal vang  mencakup
rekomendas: lavanan kepada penyclenggara layanan Perlindungan Perempuan dan Anok yans dilakukan
bersama Penerima Manfast,

Mclakukan input data dan wlenttas sampar kronologs kasus yang diperolch dan tahsp pencrimaan
pengaduan, ascsmen, sampai pemberian rekomendasi dan rencana intervensi luyanan. Data terscbut
discrzhkan kepada staf pengelola data dan informasi vang melakuken input data ke dalam Simfont PPA.

Catatan

ra

Dalam tshapan Pengaduan Masyarakat. UPTD PPA memfasilitasi pengurusan data kependudukan dan
layanan pencrjemahan bahasa dan/atau alat bantu lain bag: perempuan atan Anak dengan disabilitas dan
atau WNA jika diperlukan.

Luyanan im diberikan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis Layanan Pengaduan yang
disusun UPTD PPA di dacrah.

Apabila dacrah belum memiliki UPTD PPA, maka laporun pengaduan dapat disampaikan langsung kepoda
Dinas yang melaksanakan urusan pemenntahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
bidang sosial, bidang keschatan, kepolisian, dan lembaga penyelenggara layanan PPA lainnya.

Jangka Waktu Layanan Pengaduan Masyarakat

2,

3.

Pengaduan langsung atou melalui telepon/hotline/ Whatsapp dengan kondisi nisiko tmggi langsung mendapat
layanan sesuat kebutuhun.

Pengaduan langsung atay melalu telepon/hotline/Whatsapp di layanan dengan nsiko sedang akan
mendapatkan layenan dalam jangka waktwu kurang lebih 6 jam dan laporan diterima.

Pengaduan langsung atan melolw telepon/hotline/Whatsapp di layanan dengan nsitko rendah akan
mendapatkan layanan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Produk Layanan Pengaduan Masyarakat

No Produk Jasa Produk Administrasi
Penerimaan pengaduan Formulir pendaflaran
Formulir pencrimaan pengaduan

Identifikasi jenis kasus, kriteria kewenangan
kasus. dan kriteria risiko: Formulir identifikasi kasus KTP/KTA
u  Identifikasi jenis kasus Penerima Manfaat Informed consent (Formulir persetujuan
sesuni kriteria dalam Standar Layanan imi. layanan)
b. Identifikasi kondisi risiko Pencrima 4.  Buku registrasi
Manfaat

Formulir asesmen nistko

ok okl -2t

¢. Identifikasi knteria Penerima Manfaat
berdasarkan kewenangan urusan
pemenntahan
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3 | Tmdak lanjut kasus dengan kondisi nstko 1. Surat rujukan layanan kedaruratan
tinggi dan kasus yang bukan dalam 2. Surat pelimpahan kasus yang bukan
kewenangan menjadi kewenangan penyelenggary
layanan
4 | Ascsmen biopsikososial mendalam seria Hasil ascsmen biopsikososial (dalam laporan
pembenan dukungan psikososial awal kasus)
5 | Penyusunon rencana intervenst 1. Rencana intervens: layanan kasus (ditulis
dalam laporan kasus)
2. Persctujuan rencana intervensi (formulir
persctujuan layanan)

Data Layanan Pengaduan Masyarukat vang harus ditnput ke dalam Simfom PPA.

3.2.2. Penjangkauan Korban

Pengertlan

Pengertian
Penjangkauan Korban merupakun fungsi layunan untuk mencapmi Pencnima Manfzat yang tidek stau belum
mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lamn.

Prinsip

. Penjangkauan Korban juga dapat dilakukan schagar fungsi layanan untuk upayn penyclamatan (rescuc)
Penerima Manfant dengon nsiko tinggt, dimana kesclamatan dan integritas fistk dan psikis Pencrima
Manfaat terancam, namun kesulitan untuk mengakses layunan.

2. Penjangkauan Korban dilakukan terhadap Pencrima Manfaat dengan:

n  kondist nsiko sedang: situasi dimona Penenma Manfaat mengalami kesulitan dan tdok mampa
menyclesakan masalah dan pulih dari dampok insiden kekerasan, schingga bensiko menghadapt
ancaman pengulangnon msiden atau memperparnh dampak:

b.  kondis: nsiko rendah: situasi dimana terdapat kekhawatiran akan ada poteasi nsko bagi Pencrima
Manfuat jika tidak diberikan layanan protektif yang diperfukannys untuk beradaptasi menuju keadaan
normal dan dampak insiden tidak lagi menjadi gangguan yang signifikan.

3. Untuk mempercepat lnyanan kepada Pencnima Manfaat, UPTD PPA dapat berkomunikast dan berkonsultast
dengan penyelenggar layanan PPA lamnya (misalnys kepolisian), maupun penyclenggara di wilaysh
(misalnya provinsi atau kabupaten/kota lain) untuk memudahkan menjangkau korban.

4. Petugas penjangkoauan terdin dan pengawas perempuan dan Anak dan Pendamping PPA.

5. Dalam mclakukan penjangkauan, UPTD PPA memfasilitasi layanan penerjemahan bahasa dan‘atau alat
bantu lain bagi perempuan atau Anak dengan disabilitas jika diperlukan.

Persyaratan Layanan Penjangkauan Korban

Penerima Manfast

1. Tendentifikasi schagai mdividu atau kelompok bensiko tinggi dalam data kerentanan atau hasil pemetaan
atau analisis data kerentanan yang belum terlaporkan di UPTD PPA atau penyclenggara layanan PPA
lamnnya.

Tendentifikas: schagal individu atau kelompok bensiko sedang dan rendah yang memerlukan layanan
numun tidak mumpu mengekses layanan UPTD PPA atau penyelenggara layanan PPA lainnya dikarenukan
berbagai hambatan seperts hambatan lokasi, biaya, dan schaguinya.

S

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layvanan Penjangkauan Korban
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Mckuanisme dan prosedur layanan Penjangkauan Korban:

ra

6.
7.

2. venfikas data melalui 3. identifikasi kavas
man korban berada. -
6.Inpat dots ke 5. Asesmen opuikososial 4, Penyelamatan,
Simfoni PPA dan rencana infervensi pengamanan korban,
layanun secara dukungan sasizl awal dun
komprehersaf’ penanganan koeban sesual
asesmen awal

Adanya laporan kasus dari Penerima Manfaat sendini atau olch pihak lain di mana Pencrima Manfast
memerlukan penjangkouan atau nformas: kasus perempuan dan Anok dan medi cetak. clektronik. atay
melalui salurun informasi lainnya, dan kasus belum dilaporkan ke UPTD PPA;

Venifikasi data, melalui Dinas yang melaksanakan urusan pemenntahan bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan Anak atau pemenntah setempat, melakukan penclusuran alamat dan mendatangs lokasi

di mana Pencrims Manfast bersda. Scbelum melukukan penjangkauan, Pendamping PPA  wajib

mengetahui situast Penenma Manfaat terutama yang berhubungan dengan kondisi disabilitas schingga

penjangkauan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan kondisi disabilitas Penerima Manfaat;

wentifikasi kasus menurut jenis kasus (KTP/AMPK), kondisi nistko Penenmu Manfaat, dan kmteria

kewenangan layanan;

Pendamping PPA berkomumikasi dengan pekenn sosial (yang berperan schagai supervisor) dalam

memberikan rekomendast layanan. schagai berikut:

a.  pka hasil identifikas: menyatakan kasus berisiko tinggi. maka setiap Penerima Manfaat mendapatkan
layanon kedaruratan schelum dilakukan asesmen dan penanganan lanjutan olch UPTD PPA sctempat.
Dalam hal penyelamatan, Pendamping PPA berkomunikasi dan berkonsultasi dengun petugas
kcamanan. pencgak hukum (polisi), dan/atau petugas layanan keschatan (perawat/dokter) sesuai
kcbutvhan Penenima Manfaat. Jika Pencrima Manfant telah diselamatkan/diamankan, Pendamping
PPA mclmjutkan asesmen biopsikososial dan menyusun rencana mtervenst layanan  secara
komprehensif berdasarkan hasil asesmen terschut;

b, 1ka hasil identifikast menyatakan Penenima Manfast membutuhkan layanan di bawah kewenangan
UPTD PPA sctempat, maka Pendamping PPA merencanakan penanganan kasus seperti pemberian
dukungan psikososial awal. nujukan, dan schagainya:

¢ jika hasil identifiknsi menyatakan bahwa layanan bagi Penenima Manfaat adalah kewenangan dacrah
lnin atau pemerntah pusat, maka Peaerima Manfaat disclamatkan’diamankan, kemudian dilimpahkan
ke dacrah lain atan luysnan rujukan akhir.

Pendamping PPA melanjutkun asesmen biopsikososial dan rencuna intervensi komprehensif Penerima

Manfast sesuai dengan kondisi spesifik bagi Pencrimn Manfaat termasuk Pencrima Manfant dengan

disabilitas.

Input data Pencrima Manfaat ke dalam Simfoni PPA.

Tata cara dan prosedur Penjangkauan Korban mengikuti SOP Penjangkauan Korban,

Jangka Waktu Layanan Penjangkauan Korban

-

3.

Jika kondisi Pencrima Manfaat termasuk nisiko tinggt maka layanan Penjangkaunn Korban harus langsung
diberikan secepatnya atou sclumbat-lambatnya 1x24 jam.

Jika kondist perempunn dan Anak termasuk nisiko sedang maka layanan Penjangkaunn Korban dibenkan
maksimal dalam jangka 2x24 jam dan informasi kasus diterima.

Jika kondisi perempusn dan Anak termasuk risiko rendah mako fayanan Penjangkauan Korban diberikan
maksimal dalam waktu 3x24 jam.

Produk Layanan Penjangkauan Korban
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No Produk Jasu Produk Administrasi

1 Menerima mformasi kasus perempuan dan Anak | Formulir pengaduan
dan melakukan identifikasi

2 Menclusun alamat Penerima Manfaut dan Surat tugas melakukan Penjangkaunn Korban
mendatanginyn (menjangkau) di lokasi Pencrima
Manfaat berada

3 Identifikas: kasus menurut jenis kasus (KTP/ 1. Formulir identifikas: Pencrima Manfaat
kckerasan berbasis gender (KBGYAMPK),
kondist nisiko Pencrima Manfaat dan knteria 2. Formulir asesmen ristko (untuk melakukan
kewcenangan layanan ascsmen Pencrima Manfaat dan data

4 Mcmberikan rekomendasi penanganan sesum . Surat rujukan untuk Pencrima Manfast
kriteria Penerima Manfaat (pada nomor 3) dan dengan risiko tinggs
pemberian dukungan psikososial awal dan 2. Sumt pelimpahan kusus kepada pihak
melimpahkan kasus jika tidak termasuk dalam yang berwenang

kewcenangannya

W

Melakukan ascsmen biopsikososial serta
penyusunan rencana intervensi komprehensif
berdasar hasil asesmen mendalam

Infarmed consent (formulir pessctujuan

Laporan asesmen biopsikosostal (ditulis
dalam laporan kasus)

Rencana intervenst layanan

Input data ke dalam Simfoni PPA

3.2.3. Pengelolaan Kasus

Pengertian dan Prinsip

ra

B

Prinsip
l.

Pengertian
Pengelolann Kasus merupekan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan selurch Penenima Manfaat
yang sedang dilayani olch UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.

Terdapat beberapa cura dalam Pengelolaan Kasus:

aP

b.

Pengeloluan Kasus dengan cara di stas dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan konsultasi. UPTD
PPA melalui Dinas yung melaksanzkan urusan pemenntahan bidang pemberdayasn perempuan dan
perlindungan anak dapat melakukan koordinasi, advokasi. dan membangun jejarmg untuk memastikan

menycdiakan, yaitu upaya penyclenggaman layanan bagi Penerima Manfaat yang dilakukan sendin

olch UPTD PPA.

merujuk. yaitu upaya penyelenggaraan layanon bagi Pencrima Manfaat dengan cara berkomunikasi
dan berkonsultasi dengan penyclenggam layunan PPA luinnya sesuai dengan kebutuhan Penerima

Manfaat.

melimpahkan, yuitu pengalihan Pengelolaan Kasus dari UPTD PPA kepada penyelenggara layanan
PPA lsinnya karcena kasus di luar kewenangan (provinsikabupatenkota) UPTD PPA  yang

bersangkutan,

ukses layanan ramah perempuan dan Anak.

Petugas Pengelolaan Kasus adalah pekerja sosial {senior) yang ditugaskan schagai penyelia,
Penyelin mengkoordmasikan dan memantau Pendamping PPA dalam mengelola scluruh kasus di UPTD

PPA dan juga kasus vang dirujuk,

Dalam Pengelolaan Kasus, penyclia membenkan solusi saran, dan pengambilan keputusan tentang
kebutuhan lnyanan dari sctiap kasus yang ditangani olch UPTD PPA.

www.peraturan.go.id



-35-

2022, No.85

6.

Pengelolaan Kasus ini bersinergi dengan fungsi Pendampingan Korban sesum dengan ketetapan dalam
Standar Layanan i

Persyaratan Layanan Pengelolaan Kasus

Pencrima Manfant
Telah menyetusui rencana mtervensi.

Administrasi
Mengisi informed consent atau persctujuan layanan,

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pengelolaan Kasus

™~

Riviu seluruh kasus Pu.chh-hluhhl Penctapan putsan
. VRS s - herkoondi
| rojukan, atau pelimpakan d..,_mnu
dan monitoring mput data dan data seluruh kasas
ke dalam Semfoni dan i
analiss kasus secara
nenodik.

Pckerja sosml (supervisor) mereviu scluruh laporan kasus, memutuskan Pengelolaen Kasus sesuai
knterianys, dan menctapkan rekomendasi layanan, Penyclin dapat menginisiast konferensi kasus dengan
Pendamping PPA dan tim UPTD PPA saja atau dengan mchbatkan penyelenggam layanan PPA lainnya.
Untuk penyclenggamaan konferens: kasus dengan melibatkan penyelenggara layanan PPA lamnya,
koordinasi dengan penyclenggara lunnya dilakukan olch Dinas yang melaksanakan vrusan pemerintahan
bidung pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Penyelin mengkoordinasikan pengelolann scluruh kasus melalui penyedinan layanan yang menjadi
kewenangan UPTD PPA. rujukan, atau pelmpahan kasus kepada penyclenggara loyanan PPA lainnya.
Ln)nnnn dapat terdin dar:

Penampungan Sementar

Mediasi

pendampingan layanan hukum

pendampingan layanan keschutan

pendampingan rehabilitasi sosial

pendampingan reintegras: sosial.

Pcm-clu menugaskan Pendamping PPA yang akan melakukan pendampingan pada Pencrima Manfaat.
Pendamping PPA merujuk atau melimpahkan kasus pada penyclenggara lavanan PPA lainnya dengan
menycrtakan hasil ascsmen dan rencana interveas: layanan,

Berdasarkan rekomendasi tenaga profesional penyelenggars layanan PPA lainnya, Pendamping PPA
dengan persctujuan penyelia memutuskan terminast layanan untuk kasus yang dilimpahkan kepada yang
berwenang,

Penyelia memantasu kegiatan pendampingan pada seluruh kasus.

Penyelin mengkoordinasikan pemantauan parkembangan dan data seluruh kasus atau Penenma Manfaat
melalui koordinast dengan Pendamping PPA atau staf pengelola data dan informasi.

Penyelin mengkoordinasikan dan mengawasi input data ke dalum Simfoni PPA dan menganalisa data
kasus sccarn periodik.

meRpr TR

Catatan
Tata carn dan prosedur Pengelolaan Kasus masing-masing layanan mengikuti Standar Layanan dan SOP dan
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penyclenggara layanan terkait.

Produk Layanan Pengelolaan Kasus

Adapun produk layanan Pengelolaan Kasus schagai berikut:

No. Produk Jasa Produk Administras
1 Melakukan komunikasi dan konsultasi Daftar kontak nama penyclenggara layanan
dengan penyclenggara layanan ngukan rujukan/pelimpahan
terkait PPA stau wilayah penarima
pelimpahan kasus
2 Menycrahkan surat ojukan/surat Laporan Kasus

pelimpahan dan dokumen penyerta Lunnya
kepada penyelenggara layanan PPA lainnya Surat rujukan atau surat pelimpehan kepada
yang mencrima rujukan/pelimpahan kasus penyelenggara layanan PPA lninnya atau
dacrah lamnnva vang berwenang

Untuk prosedur dan produk layanan lun seperti layanan keschatan, penegakan dan bantuan hukum, rehabilitas:
sosul, dan remtcgrasi sosal mengikuti prosedur dan produk dari penyclenggara layanan PPA lamnya yeng
berwenang.

3.2.4. Penampungan Sementara

Pengertian dan Prinsip

Pengertian

Penampungan Sementara merupakan fungsi layanan untuk menyediskan atay memberikan akses tempat
perlindungan sementara yang mengutamakan keamunan dan kesclamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan
pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.

Prinsip

|. Layanan Penampungan Sementora berada di lokasi vang mengutamakan keamanon dan menjamin

kesclamatan Pencrima Manfaat dani pelaku maupun dan bahaya stau ancaman lninnys (mengacu pada

Persturun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pembentukan Unit Pelaksana Tekms Dacrah Perlindungan Perempuan dan Ansk.

Pendamping PPA melakukan pendampingan kepada Pencrima Manfaat selama proses pemberian layunan

Penampungan Sementars sclams maksimal 14 han, jky setelah 14 han masth membutuhkan layanan

rumah perlindungan, maka dirgjuk ke layanan rumah aman atau balavloka bidang sosinl atau Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

3. Dalam waktu 14 han, Pendomping PPA yang menjadi manajer kasus tersebut harus menentukan jenis
layanan yang dibutuhkan oleh Pencrima Manfaat.

4. Petugas Penampungan Scementara terdiri dan penjaga asmma (rumsh perlindungan) dan penjaga
keamanan yang bertugas 24 jam. sedangkan Pendamping PPA bertugas sesuai jam kerja dan kebutuhan.

5. Dalam hal Pencrima Manfaat disjukan scbagai terlindung, Penampungan Sementarn dapat diberikan
kepada Pencrima Manfaat scbelum dikeluarkan penctapan perintah perlindungan dari pengadilan
(mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT). Sumbil memmggu
mendapatkan status perlindungan dan LPSK, jika Pencrima Manfaat mengajukan perfindungan ke LPSK.
atau sebelum mendapatkan rumah perlindungan yang Iebih panjang durasinya sesuai kebutuhan Penerima
Manfaat.

6. Petugas Penampungan Scmentara dan Pendamping PPA wajib memperhatikan kebutuhan  khusus
Penerima Manfaat seperts kebutuhan bagi penyandang disabilitas.

7. Dalam situasi bencana, misalnya pandemi Covid-19, petugas wajib mengikuti protokol keschatan sesuat
dengan kebijakun yang berlaku,

(=]
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Persyaratan Layvanan Penampungan Sementara

Penerima Manfaat:
Perempuan dan Anak dengan masalah perlindungan yang membutuhkan Pennmpungan Sementara berdasarkan
hasil ascsmen.

Administrasi:

1. Mengist formulir persctujuan menerima lnyanan Penampungan Scmentara,

2. Jika, Pencrima Manfaat adalash Anak dimana orang tua‘walinya diduga schagai pelaku, maka persetujuan
layanan dapat dibenikan olch polisi, pekerja sostal, aparat. atau instansi yang berwenang.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan Penampungan Sementara

2 Penetupmin 3. Pendumping PFA
a Penerinms Manfast Mw
5. Input data ke 4 Proses pemberian herhagai
s d
Simfomi FPA Layanam ‘w

Mckanisme dan prosedur layanan Penompungan Sementara:

1. Menjelaskan hasil ascsmen nsiko dan bahnya terhadep kosusnya, urgensi. dan bentuk-bentuk layanan
dulam Penampungan Sementara bagi Pencrima Manfaat.

2. Meminta persctujuan Penerima Manfaat sebelum proses pemberian layanan Penampungan Sementara.

3. Pendamping PPA berkomunikas: dengan petugas Penampungan Sementara menyampaikan kebutuhan di

Penampungan Sementara bagi Penerima Manfaat dengan menyertakan Laporan Kasus.

4. Pendamping PPA dan petugas Penampungan Scmentarn membenkan layanan di Penampungan

Sementara:

a  Petugas penampungan yang bertugas sclama 24 jam/7 han memberikan fayanan dasar, keamanan
fisik, dan emosional/psikis seperti sandang, pangan, dan tempat tidur, kebutuhan spesifik lam scperti
obat-obatan, kebutuhan spesifik perempuan dan Anok lainnya. Di saat yang sama. Pendamping PPA
melakukan komunikasi untuk memantau kondist Pencrima Manfaat dan memastikan layanan vang
diberikan ramah perempuan atan anak.

b.  Pendamping PPA melanputkan intervenss lanjutan dan rujukan ke layanan lnn berdasarkan kebutuhan
Penerima Manfaat, scperti aktivites rekreasi, cdukasi, dan informasi terkait aspck medis. hukum,
sosial, dan keternmpilun hidup. pengurusan dokumen identitas, penelusuran keluarga, dan scbagainya
untuk menjamin proses pemulihan Penerima Manfaat,

5. Pendamping PPA berkoordinasi dengan staf pengelola data dan mformasi untuk melokukan input data

Pencrima Manfuat dalam layanan Penampungan Sementara ke dalam Simfoni PPA.

6. Tatu cara dan prosedur layanan Penampungan Sementara mengikuti SOP Penampungan Sementara.

Jangka Waktu Layanan Penampungan Sementara

Layanan Penampungan Sementara bagi Penerima Manfaat diberikan sclama maksimal 14 hari. Sctelah waktu 14
hari. layanan Penampungan Scmentara menjadi tugas penyelenggara layanan PPA lamnya. yang ditentukan
berdasarkan kebutuhan Pencrima Manfaat dari hasil ascsmen.
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Produk Layanan Penampungan Sementara
No. Produk Jasa Produk Admumnistrasi
! | Pendamping PPA mencrima Pencrima Manfaat di rumah | - Surst rujukan, jika ada
perlmdungan - Laporan kasus
2 | Penerima Manfant memberikan persctujuan tinggal di | - /sfovmed consent (persetujuan
rumah perlindungan sementars layanan)
3 | Pendamping PPA membantu memfasihitasi penyediaan | Laporan kasus
penerjemah jika dibutuhkan
4 | Petugas Penampungon Sementara dan Pendamping PPA | Laporan perkembangan, dats masuk
membenkan layanan di Penampungan Sementara ke Simfoni PPA
3.2.5. Mediasl
Pengertian dan Prinsip
Pengertian

Mediast merupakan fungsi layanan dengan cam penyelesamn senghketn melahn proses perundingan untuk
memperoleh kescpakatan para pthak dengan dibantu olch mediator.

Mediast terhadap kasus perempuan dan Anak adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kescpakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal | angka | Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Medias: di Pengadilan).

Moediasi terhadap kasus perempunn dan Anak dalam Standar Layanan ini dibagi menjadi Mediasi di dalam dan

di luar pengadilan:

1. Mediasi di Luar Pengadilan
Penyelesatan kasus tindak pidona ringan maupun perdata yang melibatkan para pihak yaitu korban dan
pelaku bescerta keluarganya, pendampmg korban atau kuasa hukum pam pihak, perwskilan tokoh
masyuarakat. Cara ini tclah dipraktikkan di masyarakat untuk perkara perdata, schagm usaha perdamaian
schagaimana diatur dalam Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Peraturan Mahkamah Agung
Nomer 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidans, dan Nots Kescpahaman Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X2012
tentang Pelaksansan Pencrapan Penyesunian Batssan Tindok Pidana Ringan dan Jumlsh Denda, Acara
Pemeriksuan Cepat, serta Pencrapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

2

Mediasi di Dalam Pengadilan

A. Perkara Pidana

1) Mediasi merupakan penyelesaran perkara untuk mewwjudkan keadilan restoratif (restorative justice)
dengan wajib mengupayakan diversi.

a. Keadilan restoratif atau restorative fustice yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan
korban, pelaku, keluargn korban, keluargn pelaku, dan pthak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencar penyclesaian yang adil dengan menckankan pemulihan kembali pada keadaan
semuly, dan bukan pembalasan (Pasal | ungka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 wntang
Sistem Peradilun Pidana Anak).

b. Diversi yaitu pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara Anek dan proses peradilan
pidana ke proses di luar perudilan (Pasal | angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Sistem Perndilan Pidana Anak).

2) Medias dapat digunakan dalam proses perdamaian untuk mencapai kescpakatan pihak korban dan
pelaku dolam tndak pidana ringan yang tidak menganggu keadilan masyarakat dan dicantumikan
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dalam dokumen kesepakatan bersama untuk kemudian discrahkan dalam pessidangan.

B. Perkara Perdata

1) Kescpakatan perdamamn merupakan kescpakatan hasil Mediast dalam bentuk dokumen yang
memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang drtandatangani oleh para pthak dan Medmator.

2) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.

3) Proscs Medmst berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) han terhitung scjak penctapan penntah
melakukan Mediasi, dan atas kescpakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh)
hari.

Prinsip

+a

-

10,

Hukum acara perdata mendorong parz pthak untuk menempuh proses perdamamn yang didayagunakan

melalui Mediasi yang terintegrusi ke dalam prosedur berperkare i pengadilan (mengacu pada

perlindungan dan pemulthan korban dalam konteks Perempunn Berhadapan dengan Hukum/PBH).

Mcdiasi yeng menghasilkan kescpakatan peluku dan korban bukan merupakan pembebesan dan

hukuman/mekepeskan din dan  pertanggungjawaban pidana. Pelaku berkewajiban untuk  mengakui

kesalahannya dan melakukan upaya rchabilitast sosinl. pemulihan nama batk korban atay memben ganti

kerugian agar terjadi penyclarasan hubungan dalam masyarakat akibat kekerasan yang dilokukan pelaku,

Penyclesatan yang adil, cepat, biaya ringan, dan mengakhin KTP sccara substantif.

Petugas Moediasi terdiri dant medintor bersertifikat yang terdaftar di pengadilan dan Pendamping PPA.

Mahkamah Agung melalui Peraturon Mohkamah Agung Nomor | Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan mengatur prosedur Mediasi di pengadiln untuk kasus perdata yang dalam proscs Mediast

menghasilkan kescpakatan perdamaian dengan tidek memuat ketentuan yang:

2. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/stau kesusilaan;

b.  merugikan pihak ketiga: atau

¢ tidak dapat dilaksanakan.

Hasil kesepakatan dalam proses Medmst schagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamoh Agung Nomor |

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

a.  para pihak melalor mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamatan kepada Hokim Pemeriksa
Perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

b. Jika para pihak udak menghendaki kescpokstan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian,
kescpakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan,

¢ Sedangkan Kepolisian RI dan Kejaksaan mengatur Medinsi di whap penyehidikan, penyidikan, dan
pra penuntutan di luar peagadilan namun menghentikan penuntutan dan hentikan hak menuntut
korban.

Dalam hal kasus keperdataon, maka UPTD PPA mengikuti Mediast di pengadilan berdasarkan Peraturan

Mahkamzh Agung Nomor | Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyelesatan sengketa

melalui Medias: bertujuan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan difasilitasi mediator yang

ditunjuk Majelis hakim. Para pihak berhak memulih scorang mediator Hakim ataupun non Hakim yang

tercatut dalam daftar mediator di pengadilan. Mediator non Hakim dan bukan pegawai pengadilan yang

dipilih atau ditunjuk schagm medimtor wajib menyelenggarnkan Medusa.

Mahkamah Agung mencrapkan kcadilan restoratif schagai pertimbangan hukum Hakim dalum kasus

pidana ningan schagnimans diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tohun 2012 tentang

Penyesuaian Batasan Tindok Pidana Ringan dan Jumlsh Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Piduna functo Nota Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlsh Denda, Acara Pemenksaan Cepat. scrta Pencrapan

Kcadilan Restoratif (Restarative Justice) dan untuk perkara Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tuhun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UPTD PPA melakukan Mediasi di luar peradilan untuk kasus perdata. Mediator UPTD PPA untuk menjadi

mediator non Hakim disyaratkan telah bersertifikat mediator dan terdaftar dalam daftar mediator di

pengadilan, Para pihak berhak memilih scorang atau lebih mediator yang tercatat dolam daftar mediator di

pengadilan. Apabila para pihak ndok dapat berscpakat memilih mediator dalam jangka waktu yang telah

ditentukan ketua majehis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hokim atau pegawai

pengadilan dan kemudian Ketua Majelis Hakim Pemenksa Perkar menerbitkan penctapan yang memuat

perintah untuk melakukan Medias:.

Mediator merupakan prhak yang memiliki sertifikat medintor scbagai pihak netral yang membantu para

pihak dalam proses perundingan guna mencan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpu

menggunakan cam memutus atau memaksakan scbuah penyelesaian, Mediator bukanlah pendamping,
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namun schagm pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencan berbagai
kemungkinan penyclessian masalah tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan scbush
penyelesaian.

1. Medutor UPTD PPA bersifat independen dalam melokukan Mediasi dan harus menghindarkan dan
conflict of interest schagai bagian dari UPTD PPA.

12. Pendamping PPA memegang peinsip bahwa kasus KTP tidzk termasuk objek pencrapan keadilan restoratif
di proses penyclidikan, penyidikan, dan pra penuntutan schingga hasil kesepokatan tidak menghentikan
proses hukum yang berjalan.

13. Dalam hal peayelesatan perkara altemanf melalm Mediasi, terdapat kepastian bahwa terhadap dugaan
tindak kekerasan merupakan delik aduan, juga tersedianya informasi kepada korban dan keluarganya
bahwa bahwa Mediasi dilakukan semata-mata untuk kepentingan pemulihan korban dan bukan bermaksud
mereduksi sehuah perkara pidana.

Persyaratan Mediasi

Persyaratan kasus yang dapat dilakukan Mediast di luar pengadilun yaitu:

1. Sengketa pemenuhan hak perempuan di luar perkara pidana (kasus perdata), di antaranya kasus pemenuhan
dan pembaysran hak nafkah Anak dan istn, batk yang sudah sda putusan pengadilan atau belum, konflik
pengakuan Anak. konflik hak asuh Anak, pembagian harta bersama (gono-gini), warisan. upah. dan ganti
rugi.

2 Persclisthan perburuhan. ketenagakenuan/perselisthan hubungan industrial, dan lan-lain yang dapat di
Mcdiast di luar pengadilan schagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersendin.

3. Kasus pidana delik aduan dimann Penenma Manfant tidak menghendaki proses hukum atsu sudah
dilaporkan tapi hendak dicabut Pencrima Manfast stau keluarga.

4. Discpokatinya tanggung jawab pelaku dan pengawasan pelaksanaan hasil kescpakatan.

Persyaratan kasus yang dilakukan Mediasi di dalam pengadilan:
Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, schagaimana distur Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Medast di Pengadilan.

Dalam hal diverst kasus Anak, “Mediast penal™ dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturun Mahkamah Ageng Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalsm Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal pencrupan keadilan restoratif
perempuan dewasa mengikuti pendampingan Layanan Hukum sesuai dengan ketetapan Standar Layanan ini.

Sistem, Mekanlsme, dan Prosedur Layanan dan Pendampingan Mediasi

A. Lavanan Mediasl di Luar Pengadilan

1. Tahap Perslapan

Pendamping PPA dan psikolog melakukan asesmen terhadap Penerima Manfaat terkant penyelesaun kasus
kekerasan yang dinlaminya. Ascsmen tersebut bertujuan: (u) mengetabui kondist korban dulam mengambil
keputusan penyelesaian perkara; (b) membantu korban memilih jalur penyelesaian perkars tanpa menimbulkan
keberulangan kekerasan dan berdampak pada kepuasan korban: (¢) memfasilitasi pengambilun keputusan yang
terbaik bagi dirinya dengan bebes dan tekanan dan kondist yang “menyandera™ korban. Jika hasil usesmen
terscbut memenubi persyarutan Mediasi. Pencrima Manfzat perempuan dapat memilih dan meminta layanan
Modiast.

Adapun pertimbangan posisi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) sebagni berikut:
a. Jika PBH merupakan korban

i Pendomping PPA melakukan pengustan dengan informast, pemetaan, dan konselng serta sadar nisiko
untuk memilih strstegi penyclesaian perkam dengan jolur formal atau nonformal.

. Dalam hal perkara merupakan dehik aduan dimana perempuan korban memulih bdak menempuh jalur
formal atau hendak mencabut laporan, maka Pendamping PPA nxlakukan pendampingan dalam
membuat dan menghasilkan kescpakatan bersama antara pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan
pihak terkait. Hal terscbut bertujuan untuk memastikan kekerasan terhentt dan hak korban terpenuln
serta pelaku bersedia secara suka rela menjalani konseling untuk mencegah keberulangan.

. Pendomping PPA membantu  Peacrima  Manfoat untuk  mengajukan  permohonan  kepads
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kepolisian/penyidik untuk menggunakan kewenangan diversinyn memilih penyelesatan melalui

kcadilan restoratif.
b. Jika Pencrima Manfzat meminta lavanan Mediasi karcna sdanva permohonan pelaku kekerasan dan/atsu
keluares pelaku

Pendamping PPA memberikan dukungan dan memfasilitas: kepada PBH agar mengambil putusan secara
bebas, mendampingi proses memulihkan, dan mengakhin kekermsan meluln pemberian mformasi dan
penguatan. Putusan diambil oleh Pencrima Manfaat atau keluargs (dalam hal Penerima Manfast meninggal
dunia). Peadamping PPA. aparat pencgak hukum atau pihak lain tidak mengambil keputusan dalam
penyelesaian kasus.

Pendamping PPA memastikan PBHtersangkaterdakwa tetap mendapatkan huk korban atas layanan
komprchensif, ganti rugi dori pelaku  yang menycbabkan PBH  menjadi  tersangka‘terdakwa.
PBH/tersangka/terdakwa tetap mendapatkan pendampingan saat merumuskan konsep kescpakatan kead:lan
restoratif yang memulihkannya schagui korban agar partisipasinya maksimal dan optimal,

z PH

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap i1, Pendamping PPA dapat melakukan:

I.  Pendamping PPA membantu Penenma Manfast untuk mendapatkan mediator. UPTD PPA  dapat
memberikan daftar nama mediator yang telah terlatih dan berperspektif perempuan korhan kepads
pengadilan, schingga dalam kasus perdata dalam kontcks KTP dapat ditangani oleh mediator yang terlatih
tersebut.

2. Mediator menuangkan proses Mediasi dalam berita acara, membuat hasil kesepakatan yang ditandatangani
keduza pihak. Dalam hal ini, Pendamping PPA membantu menindaklanjuti dan melakukan pengawasan
pelaksanaan hasil kesepakatun perdamaian (Mediasi) tersebut.

3. Dalam hal layanan Mediasi dimintzkan untuk kasus pidana yang sudzh dilaporkan ke polisi/pra penuntutan.
UPTD PPA berkoordinasi dengan penyidik/penuntut umum dan menyampaikan proses Medias: di luar
peradifan terscbut. Bila kasus sudah disidangkan, maka UPTD PPA memastikan hasil kescpakatan
disampatkan kepada persidangan sebagai dokumen pembuktian para pihak.

B. Layanan Mediasi di Pengadilan

Terdapat 2 (dua) tahapan Mediasi di pengadilan schagnimana distur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor |
Tahun 2016, yaitu:

1. Tuhap Pra Mediasi

Sebelum Medias: dimulai, mediator melakukan beberapa langkah strategis. yuitu:

1)  membangon kepercayaan diri para pihak:

2) menghubungi para pihak;

3)  menggali dan memberikan informasi swal Mediast;

4) fokus pada masa depan:

5) mengkoordinasikan dengan para pihak yang bersengketa;

6) mewaspadal perbedaan budaya;

7) menentukan tujuan para pihak, waktu dan tempat pertemuan; dan

§)  menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

Pada tahap i, Pendamping PPA dapat membantu medmtor untuk menghubungi Para Pihak, memberikan
informast awal pada mediator, dan berkomunikasi dengan para pihak. Pendamping PPA memastikan persiapan
dilakukan dengan mmah perempuan dan Anak.

2. Tahap Proses Mediasi

Yartu tahap dimuna para pihak yang bersengketa bertemu don berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini.
mediator yang telah ditetapkan Majchis Hakim batk mediator hakim atau mediator yang berasal dan PPA yeng
telsh masuk dalam dafiar mediator di Pengadilan untuk proses Mediasi.

Adapun langkah-langkah dalam Medias: yaitu:

1)  sambutan dan pendahuluan olch mediator pengadilan (Hakim);

2) presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi fuktual yang dialami para phak;
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3)
4)
5)
0)
7
§)

1)

2)

19

e

—t

mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak;
melakukan diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang discpakati;
mencan altematif-alternatf penyclesatan;

menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan;

mencatat dan menuturkan kembali keputusan; dan

peautup Mediast.

Pelaksanaan kueplk_ntu perdamaian meliputi:

putusan perdamazan
pencabutan gugatan

Para pihak menjalankan kescpakatan-kescpakatan yang telah mercka tuangkon bersama secara tertulis
dalam “kescpakatan perdumuian™ sccara sukarcla.

Parz pihak menjalankan hasi “kesepakatan perdamaian® berdasarkan putusan perdamaian proses Mediast.
Peluksanaan Mediasi umumnya dijalankan oleh parn pihak sendin dan‘atau pelaksanaannya dapat dibantu
oleh pthak lsin.

Pendamping PPA melakukan permantauan terhadap Pencrima Manfaat dan pelaku tentung pelaksansan hasil
kesepakatan Mediast.

Catatan:

Pendamping PPA membantu Penenima Manfaat untuk mendapatkan mediator. UPTD PPA mendafiarkan
nama medintor bersertifikat yang telsh terlatih dan berperspektif perempuan scbagai korban kepada
pengadilan, schingza dalam kasus perdata dalam konteks KTP dapat ditangani olch mediator yang terlatih
terschut.

Moediator menuangkan proses Medinsi dalam beritn acarn, membuat hasil kesepakatan yang ditandatungani
kedua pihak. Dalam hal iny Pendamping PPA membantu menindaklamuti dan melakukan pengawasan
pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian (Mediast) terschut.

Dalam hal layanan Mediasi dimintakan untuk kasus pidana yang sudah dilaporkan ke polisi’pra penuntutan,
UPTD PPA berkoordimasi dengan penyidik/penuntut amum dan menyampmkan proses Mednsi di luar
peradilan tersebut.

Bila kasus sudah disidangken maks UPTD PPA memastikan hasil kescpakatan disampaikan dalam
persidangan yang dapat menjad: pertimbangan Hokim dalam memutuskan perkara,

Jangka Waktu Layanan Mediasl

Maksimal 1x24 jam adenys keputusan dan nujukan dan petugas UPTD PPA untuk dilakukan Mediasi
Sedangkun jangka waktu proscs Mediasi menyesuatkan dengan SOP Layanan Mediasy

Prod

uk Layanan Mediasi

No

Produk Jasa Produk Admimistrasi

Ascsmen kasus yang bisa dilakukan Mediasi Asesmen, hasil kescpakatan para pihak (korban
dan pelaku), berita acara (scrah terima gant rugs
yang sudsh discpakati, permintaan moaf, dan
schagainya)

Informasi nama mediator yang sudah dilatih
tentang hak asasi manusia dan gender olch
UPTD PPA schingga dapat dipilth menjad:
mediator

Menyusun surat permohonan perdamatan kedun | Surat permohonan perdamaran
belah pihak

Menyusun surat pernyataan perdamaian dan Surat pernyatazn perdamaian, kescpakatan
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penyelesaian perselisthan dengan melihatkan perdamaian dan penyelesatan perselisihan
perwukilan tokoh masyarakat dan dikctahui
atasan penyidik

Menyusun Benta Acara Pemenkszaon (BAP) BAP tambahan
tumbahan pihak yang berperkara setelah
dilakukan penyclesaian restorative justice

Penyclenggarann gelar perkara khusus vang Berita scara gelar perkara khusos
menyctujm keadilan restoratif

Menyusun surat pernyataan pelaku tidak Surat pernyatasn pelaku tidak keberatan dan
keberatan dan dilakukan sukarels atas tanggung | dilakukan sukarela atas tanggung jawab dan
jawab dan ganti rugi ganti rug

Pencatatan setiap tahapan dalam prosedur Dafiur data'vanabel layanan bantuan hukum

layanan Mediasi dalam formulir laporun kasus yang perlu diinput ke dalam Simfoni PPA.
dan dimput ke dalam Simfoni PPA

3.2.6. Pendampingan Korban

Pengertian dan Prinsip

Pengertian Umum
Pendampingan Korban merupakan fungsi layanan yang dibenkan olkch Pendamping PPA kepada sctiap
Pencrima Manfiat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

Prinsip Umum

.

i

Layanun Pendampingan Korban melekat pada kescluruhan komponen layonan muln dan Pengaduan
Masyarakat, Penjangkauan Korban, Penampungan Sementarn, loyanan kedaruratan, lsysnan keschatan,
bantuan dan pencgukan hukum, Mediasi. rehabilitasi sosial, reintegrasi sostal sampai dengan termmasi
kasus.

Petugas Pendampingan Korban adaloh Pendamping PPA sesuai dengan kebutuhun.

Dalam Pendampingan Korban, Pendamping PPA melakukan dukungan psikososial awal Dukungan
psikososial awal merupakan respon manusiawi dan suportif terhadsp Penerima  Manfaat vang
membutubkan perlindungan dan dukungan, Dukungan psikososial awal meliputi perawatan praktis,
menilai kebutuhan dan perhation yang diperfukan, membantu mengakses layanan, mendengarkan cernta
keluhan dan membantu Pencnima Manfaat untuk merusa tenang dan nyaman, serta melindungi dari
keterpaparan {cbih lanjut. Dukungan psikososial awal i juga diberikan kettka Pencrima Manfaot
diketahui terdampak Covid-19 baik sccara langsung maupun tidak langsung,

Pendampingan Korban diperfukan untuk mengatas: kesenjangan pemahaman antame pihak pemben
layenan dengan Penennma Manfaat.

Pendamping PPA harus memahami mckanisme dan prosedur scluruh layanan scbagar panduan
memberikan informast kepada Penenima Manfaat dan pemantauan.

Mckanisme dan prosedur layanan mengikuti SOP masing-masing lembaga/mstitusi penyclenggan
layanan PPA lainya.

Pendamping PPA wayib menghormati kewenangan dalam berkomunikas: dan berkonsultass dengan
penyelenggara layenan PPA lainnya.

Pendamping PPA yang telah mendapatkan persctujuan dan Pencrima Manfaat harus memihiki surat tugas
dani UPTD PPA.

Pendamping PPA wajib memperhatikan kondist khusus Pencrima Manfaat misalnya kondist Penerima
Manfaat dengan disabilitas.

Persyaratan Layanan Pendampingan Korban
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Pencrima Manfant yang sedang mencrima lsysnan PPA: (a) Pengaduan Masyarakat; (b) Penjengkauan
Korban; (¢) Penampungan Sementara: (d) Mediasi, dan (¢) Pengelolaan Kasus (layanan keschatan, layanan
hukum, dan reintegras: sosial).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan Pendampingan Korban

Pengecekan ubmg 2 Penjelasan :n:km
laysnun sexuai dmm . m‘_ " ml
4 Pemyerahan

b data ke
Sieons PPA e

Mckanisme dan prosedur scluruh Pendampingan Korban:

. Pendamping PPA mengecek ulang hasil rekomendast layanan sesuar dengan kebutuhan sctiap Penerima
Manfaat yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Pendamping PPA memberikan informasi tentang proscs layanan termasuk faktor pendukung dan
penghambat yang akan mempengaruhi proses layanan terscbut, dan memastikan persetujuan Pencrima
Manfoat:

3. Pendamping PPA melakukan komunikas: dan konsultas: secarn intensif dengan sehap tenaga profesional
yang menangani Pencrima Manfaat untuk mengetahui perkembangan Pencerima Manfaat, sccara berkala
atau jika dibutuhkan. Pendamping PPA dapat berkomunikasi dan berkonsultasi melalut mekanisme
konferensi kasus:

4. Pendamping PPA melaporkan dan menyershkan hasil pemantsuan kepada supervisor;

5. Pendamping PPA bekerja sama dengan staf pengelolaan data dan informasi kasus melakukan input data ke
Simfoni PPA.

3.2.6.1. Pendampingan Layanan Hukum

Pengertian dan Prinsip

Pengertian

Pendompingan layanan hukum merupakan upaya memfusilitasi Penerima Manfaat mengakses lavanan hukum doan
mendamping: Penenima Manfaat sant menjalaninyn serta memastikan layanan dibenkan dengan ramah
perempuan dan Anak.

Prinsip

1. Layanan hukum mencakup pencgakan hukum dan Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan bantuan hukum
dar pemben bantuan hukum atau pendampingan dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum),

2. Pencrima Manfaat dapat mengajukan perlindungan saksi dan korban untuk mendapatkan layanan dan hak-
haknya ke LPSK dengan cara mengajukan surat permohonan ke LPSK.

3,  Pendamping PPA dalam layanan hukum adalah scscorang yeng memuiliki ketcrampilan melakukan
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pendampingan yang memungkinkan korban/Pencrima Manfaat merasa aman dan nyaman sclama dalam
proses layanan hukum. Pendamping PPA bukan penaschat hukum.

4. Pendamping PPA dengan bantuan anahs hukum depat berkonsultzsi dengan Posbakum di pengadilan
tingkat | jika memeriukan pendampingan di persidangan untuk Pencnima Manfaat yang tidek mampu
(mengacy pada Peruturan Mahkamah Agung | Nomor 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu).

5. Pendamping PPA dengan bantuan analis hukum UPTD PPA dapat berkonsultasi dengan pemberi bantuan
hukum jika memerlukan bantuan hukum untuk Penerima Manfant (mengacu pada Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

6. Layanan hukum terkait layanan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan melalui Posbakum, bantuan hukum
olch pemberi bantuan hukum, dan permohonan periindungan saksi dan korban (ke LPSK) atau perlindungan
dari lembaga lainnya mengikutt SOP masing-masing lembagn/institusi terkait.

7. Layanan hukum memperhatikan Pedoman Jakss Agung Nomor | Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi
Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana dan Peraturan Mahkamah A gung Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.,

8. Pendampingan layanan hukum memperhatikan pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif sesum dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkat anak, dikenal keadilan restoratif dan diversi (mengacu Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2011 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak):

I.  Keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban,
keluargn pelaku, dan pihak lan yang terkait untuk bersama-sama mencart penyelesatan yang adil dengan
menckankan pemulihan kembali pada keadaan scmula dan bukan pembalasan.

Divers: yaitu pengalthun proses pada sistem penyclesamn perkara Annk dari proses peradilan pidann
diproses di luar peradilan pidana.

-

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal perempuan (dewasa), hal tentang keadilan restoratif mengacu pada:

I.  Nota Kesepakatan Bersamu Ketun Mahkamsh Agung, Menteri Hukum dan Hak Asast Manusia, Jaksa

Agung. Kepala Kepolisian Negara tentang Pelaksanaan Pencrapan Penyesuaian Pemeriksaann Cepat, serta

Pencrapan Keadilan Restoratif tunggal 17 Oktober 2012;

Surat Edaran Kcpala Kepolisian Republik Indoncsia Nomor SE/8/VII2018 tentang Pencrapan Keadilan

Restoratif dalam Penyelesaian Perkarz Pidana; dan

3,  Surat Kcputusan Dircktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/1272020, 22
Desember 2020 tentung Pedoman Pencrapan Restorative Justice di lingkungan Peradilan Umum.

[

Lingkup penyelesatan perkara melalui keadilan restoratif menurut Surat Keputusan Dircktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/1272020, 22 Desember 2020, tentang Pedoman Pencrapan

Restorative Justice di lingkungan Peradilan Umum, yaitu:

I.  dalam tindak piduna ringan (tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384,
Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
Rp2.500.000,00 {dua juta lima ratus ribu rupizh):

2. perkam perempuan yang berhadapan dengan hukum;
3,  perkara Anak: dan
4. perkara narkouka;

schagaimana ditur dalam Pedoman Pencrapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Persyvaratan Pendampingan Layanan Hukum

Penerima Manfaat

1. Koarban, saksi, dan pelaku perempuan dan Anak yang memerfukan layanan hukum.

2. Dalam hal perempuan korban adalah tersangka, maka korban/tersangka berhak mendapatkan layanan bantuan
hukum untuk mendapatkan akses keadilan (Peraturon Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 teatang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan), dengan melengkapt
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syarat administrasi yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor | Tahun 2014, sementara
hak-hak lamnya schagar korban tetap diluyani oleh UPTD PPA.

Admimistrasi

Untuk mendapatkan layanan Poshekum, Pencrima Manfast yang tidsk mampu perlu menyertakon  surat
keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desa’kelurahan. surat keterangan tunjangan sosial seperti kartu
keluarga nuskin (KKM). kortu jaminan keschatan masyamkat (Jamanajer Kasusesmas), kartu beras miskin
(raskm), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu perlindungan sostal (KPS), atau dokumen lzinnya (mengacu
pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014).

Jangka Waktu Pendampingan Layanan Hukum

Rekomendasi dan rujukan atas persctujuan Penerima Manfiat kepada layanan hukum meksimal 2x24 jam setelah
manajer kasus UPTD PPA memiliki data dun mformasi lengkap tentang Perempuan dan Anok (yang ditulis dalam
laporan kasus),

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pendampingan Layanan Hukum

Mckanisme dan prosedur pendampingan layanan pencgakan hukum adalah schagai benkut:

1. Analis hukum melakukan ascsmen terkait layanan hukum.

2. Amlis hukum membenkan konscling hukum, informasi mengenar proses pencgakan hukum, hak atas
bantuan hukumy, dan/stan layanan hukum di Posbakum.

3. Pendamping PPA dengan dukungan analisis hukum memfasilitast Pencrima Manfaat mengakses layanan
hukum,

4. Pendamping PPA dengan dukungan anahisis hukum memberikan informasi pada APH terkant kebutuhan
khusus scpertt terkuit kondist disabilitas, penerjemah, hamil. ateu kondisi khusus lainnya.

5, Dalam hal Pencrima Manfaat merupakan Anak (ABH scbagai pelaku), anchisis hukum memastikan setiap
proses layanan hukum dilaksanakan dengan memperhatikan asas Sistem Persdilan Pidana Anak (SPPA)
schagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

6. Dalam hal ABH pelaku, analisis hukum juga memastikan penyclenggaruan SPPA wajth mengutamakan
pendekatan keadilan restoratif (mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak ).

7. Analis hukum melakukan pendampingan pads saat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)/polisi
melakukan penyclidikan dan penyidikan scrta membenkan laporan kasus untuk mendukung proses
pembuntan Berita Acar Pemeriksann (BAP),

8. Analis hukum berkomuntkast dengan penyidik untuk melibatkan shli dan penyediaan visum ef repertum
psikiatrikum guna membantu pembuktian.

9. Pendamping PPA dengan dukungan analis hukum memastikan Penerima Manfoat adalah Anak korban dan
saksi korban tindak pidana tertentu antara fain TPPO memahami hak-haknya, termasuk hak restitusi (ganti
rugi) atay kompensasi yang dijclaskan olch polisi.

10.  Analis hukum melukukan konsultasi dengan LPSK berkaman dengan hak-hak korban dan/atsu saksi
termasuk permohonan menjadi terlindung LPSK dan/atau perhitungan restitus:.

I1. Setelah pembuatan laporan polisi dan admimistrasi penyidikan lengkap, penyidik segera membuat Surnt
Pemberitahuan Dimulamys Penyidikun (SPDP). Dalam hal mi, Pendamping PPA dengan dukungan analis
hukum melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian untuk memantau penerbitan SPDP.

12, SPDP kemudian dikinm ke Kepaksaan, Delam hal ini. Penda PPA n analis hukum
memastikan idik dan jaksa tut umum (JPU) melaksanskan komunikasi dan kerja sama

1. schingga terjadinya bolak-balik pengembalian

bcrlus pcrkm dapnl dmununnhsasa sodml mungkll

13, Sctelah mencrima berkas perkara dan penyidik, JPU kemudian mencliti berkas perkara, membenkan surat
keterangan P21 kepada kepolisian, meluksanakan pra-penuntutan, pembuatan surat dukwaan, membuat
surat dzkwaan, penuntutan, dan cksckusi. Dalam hal imi Pendamping PPA dengan dukungan analis hukum
melakukan komunikasi densan pohsi dan JPU untuk memantau perkembangan Penerima Manfaat dalam
menjalani proses peradilan terschut.

14,  Pada saat persidangan, UPTD PPA yang diwakili oleh Pendamping PPA dan/atau analis hukum dapat hadir
di persidangan untuk mendampingi Pencrima Manfaat.
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15, Hakim menernima, memenksa dan mengadili perkara yang  dilaksanakon secara ckektronik atau
nonclektronik schagaimana telah ditetapkan olch Majelis Hakim. Hakim dapat mempertimbangkan restitus
untuk perkara ferientu, misalnya kasus TPPO yang dalam amar putusan menghukum kepada terdakwa
{pelaku) untuk membayar restitust kepada sakst dan/stau korban. Berknitan dengan ini. Pendamping PPA
de an analis hukum melakukan pemantavan dan komunikasi dengan LPSK mengenai

| AT

16. Pendamping PPA bekerja sama dengan staf pengelola data dan informas: melakukan mput data ke dalam
Simfoni PPA.

Proscdur layanan bantunn_hukum olch pemberi bantuan hukum terdin dani:

I.  UPTD PPA mclakukan rujukan kepada pemben bantuan hukum disertar surat rujukan dan laporan kasus;

2. Pendamping PPA menyediakan hasil analisis risiko dan bahaya terhadap korban yang akan mempengaruhi
proses bantuan hukum:

3.  Pendamping PPA dengan dukungan analis hukum membanty Pencnma Manfant untuk mendapatkan
jaminan perlindungan (umum) melalu pengajuan surat perlindungan ke LPSK atau rujukan ke rumah
aman/shelter;

4. Pendamping PPA dengan dukungan analis hukum mengumpulkan bukti-bukti vang dibutuhkan dalam
proses hukum:

a kartu tanda penduduk. surat nikah, visim ef repertiom atau surat keterangan medss, jika ada foto-foto
terkait tindakan yang menyangkut perkara padana, untuk membuktikan kekerasan fisik dan seksual;
. laporan psikologi atau viswm ef psychiatrum untuk membuktikan kekerasan psikis;
¢ kuitansi pembelinn tiket pesawat. boarding pass. airport tax, surat kontrak kega, shp pembayaran
gmi, kontrak kegja. kartu kepescrinan asuransi, dan schagamya untuk korban TPPO, scrta paspor
untuk korban TPPO internasional;

5,  Pendamping PPA memastikan tersedianya pendampmg hukum untuk membantu dan mendamping
Pencrima Manfaat dalam sctiap tahap proses hukum, termasuk jugs dalam mengajukan gugatan perdata
sampai Penerima Manfaat memperoleh putusan yang memiliki berkekuatan hukum tetap serta cksckusi
putusan;

6.  Pendamping PPA memastikan tersedianys medintor scbagai pihak yang menfasilitusi proses penyelesman
perkara perdata dan pidana ningan tertentu schagaimana ditentukan dalam Nota Kescpakatan Bersama dan
mengimplementastkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor | Tahun 2016 tentang Prosedur Medizsi di
Pengadilan (merujuk ke 3.2.5 Layanan Mediasi):

7.  Pendamping PPA dengan dukungan snalis hukum memantau proses dan hasil penyelidikan. penyidikan,
penuntutan, dan persidangan sampai dengan reintegrasi sosial;

8. Pendamping PPA bekerja sama dengan staf pengelola data dan informasi melakukan input data ke dalam
Simfom IPPA.

Tata cara dan prosedur layanan pendampingan bantuan hukum di atas mengikuti SOP Layanan Hukum di dacrah.

3.2.0.2. Pendampingan Layanan Kesehatan

Pengertian dan Prinsip

Pengertian

Pendampmgan layanan keschatan merupakan upaya memfasilitasi Penenma Manfaat mengakses layanan
keschatan dan mendampingi Penerimn Manfaat sast menjalani prosesnya serta memastikan layunan diberikan
dengan ramah perempuan dan Anak.

Prinsip
1. Layanan keschatan diberikan oleh petugas profesional penyclenggara layanan keschatan
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Peayelenggarn layanan keschutan memiliki kewenangan untuk menetapkan status dan jenis layanan

keschatan.

3. Pencruma Manfaat berhak untuk mendapatkan informas: data keschatan dirinya (Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Keschatan),

4. Penenma Manfant yung berstatus terlindung di bawah Lembags Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

berhuk mendapatkan bantuan medis sesuat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tehun 2014 tentang LPSK.

Persyaratan Pendampingan Layanan Kesehatan

Penerima Manfaat

1. Memerlukan pemenksaan keschatan untuk mengetahu ada tidaknya kegawatdaruratan yang membutuhkan
penanganan keschatun scgern dan pemenksaan keschatan sesuai dengan kebutahan Penerima Manfast.

2. Memxerlukan pemeriksazn medikolegal untuk mencan bukti tanda-tanda kekerasan, untuk kepentingan
peradilan.

Administrasi
Melakukan pendaftaran pada penyelenggara layanan keschatan,

Jangka Waktu Pendampingan Layanan Kesehatan

Pendampmgan layanan keschatan diberikan sclama proses layanan keschatan berlangsung.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pendampingan Layanan Kesehatan

I. Pendamping PPA menyapkan Pencrima Manfaat untuk mendapatkan layanan  keschatan  dengan

memberikan nformasi tentang layanan keschatan.

Pendamping PPA memfasilitas: Pencrima Manfaat untuk mengakses layanan keschatan.

3. Pendamping PPA menemani dan memberikan dukungan psikososial yang diperfukan, scrta memastikan
pembernian layanan keschatan dilakukan dengan ramah perempuan dan anak pada sctiap tahapan layanan
keschatan yang meliputi snamnesa. pemwriksaan fisik, pemenksaan penunjang dan nyukan, serts tata
laksana medis dan medikolegal.

4. Pendamping PPA membantu tenaga keschatan professonal menjelaskan hasil pemenksaan keschatun sccara
rmumzh perempuan dan Anak serts memberikan dukungan psikososial padas Pencoma Manfaat dan
keluarganya.

5. Pendampmg PPA berkomunikas: secara miensif dengan petugas lavanan keschatan dalam rangka memantau
perkembangan Penerima Manfaat dan memberikan umpan balik pada layanan keschatan.

6. Pendamping PPA bekerga sama dengan bagian pendataan kasus melakukan input data ke Simfoni PPA.

ra

3.2.0.3. Pendampingan Layanan Rehabilitasi Sosial

Pengertian dan Prinsip

Pengertian
Rehabilitast Sosial adalah proses refungsionahsasi dan pengembangan untuk memungkinkan sescorang mampa
melaksanakan fungst sosialnya sccara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pendampimngan layanan rehabilitast sosial merupakan upaya memfasilitasi Penerima Manfaat mengakses layanan
rehabilitasi sosial dan mendampingi Penenma Manfaat ssat menjaluni proscsnyn serta memastikan layanan
diberikan dengan ramah perempuan dan Anak.

Prinsip
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1. Layanan rchabilitasi sosial ini diberikan olch peayelenggara layanan rehabilitast sosial sesuai kewenangan,

scperti UPT Kementerian Sosial, Dinas Soswl, UPT Dacrah Bidang Sostal, Lembaga Penyelenggaraan

Kescjahteraan Sosial (LPKS), dan schagainya.

Penyclenggara layanan rchabilitasi sosial memiliki kewenangan menctapkan status dan jenis layanan

rchabilitasi sosial scsuai,

3. Pencrima Manfaat berhak mendapatkan layanan perlindungan sostal untuk meningkatkan kescjabternannya
dan menangeni nsiko dort guncangan dan kerentanan soswal yang dapat menyebabkan pengulangan
kejadian.

=]

Persyaratan Pendampingan Layanan Rehabilitasl Soslal

Perempuan dan Anak yang memeriukan layanan rehabilitast sosial berdasarkan hasil asesmen, meliputi:

a.  Anak termasuk Anak penyandang dissbilitas, Anak yang terpapar pnham radikalisme dan terorisme, Anak
tuna sosial dan korban perdagangan orang. korban penyalshgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adikuf
lamnya; dan

b.  perempuan penyandang disabilitas, perempuan yang terpapar pasham radikalisme dan teronsme, tuna sosial
dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. dan
lanjut usin.”

Jangka Waktu Pendampingan Layanan Rehablilitasl Soslal

Pendampmgan layanan rchabilitas: sosil dibenkan scsuar dengan durasi layanan rehabilitasi sosial dani
penyelenggara layanan yang berwenang,

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pendampingan Layanan Rehabllitasi Soslal

Mckanisme dan prosedur pendampingan kayanan rchabilitas: sosial terdin dan:

l. Pendamping PPA menyiapkan Pencrima Manfaat untuk mendapatkan loyanan rehabilitasi sosial dengan

memberikan informast tentang bentuk-bentuk dan proses layanan rehabilitas: sosial,

Pendamping PPA berkomunikasi dengan petugas layanan rehabilitas: sosinl mengenm hasil asesmen terkant

kebutuhan rehabilitasi sostal.

. Pendamping PPA memfasilitasi Pencrima Manfaat untuk mengakses layanan rehabilitasi sosial.

4.  Pendamping PPA melakukan pemantavan penyelenggaruan layanan rchabilitasi sosial melalui forum
koordinasi penanganan kasus (case conference).

5. Pendamping PPA bekena sama dengan bagian pendatusn kasus melakukan input data ke Simfoni PPA

14

3.2.0.4. Pendampingan Reintegrasl Sosial

Pengertian

Pengertian
Reintegrast Sosial merupakan proses penyiapan snak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga/
Kcluarga Pengganti dan masyarakat.

Pendampimngan reintegrasi sosial merupakan upaya memfasilitasi Penerima Manfaat untuk mengakses layanan
remtegrast sostal dan mendampmgi Pencrima Manfaat ssat menjalani proscsnya serta memastikan layanan
dibenkan dengan ramah perempuan dan Anak.

Prinsip

l. Reintegrasi sosial dilakukan dengan persetujuan,

2. Proses reintegrast sosinl dilakukan berasaskan pemenuhan hak perempuan dan Anak dengan memperhatikan
keamanan dari gzangguan atau perlakuan yeng memmbulkan kerugian den melanggoar hak dan martabat
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Pencrima Manfaat.
3. Reintegrusi sosial dapat dilakukan ke keluarga asal atau keluargs pengganti sesuni hasil analisa situasi dan
nsiko reintegrasi sosial.

Persyaratan Pendampingan Reintegrasl Sosial

Pencrima Manfast

1. Sudah menerima layanan scsuai kebutuhannya dan layak untuk dipulangkan serta melakukan pegalanan (fit
to travel).

2. Anak berhadapan dengan hukum (pelzku) yvang sudah menyelesaikan proses pidana mavpun diversi di setap
tingkatan proses hukum.

3. Hasil asesmen nsiko dan kesclamatan keluarga asal’keluarga pengganti dan lingkungan asal/lingkungan
penggantt menunjukkan keluarga dan lingkungan tersebut bersedin menerima Pencrima Manfaat apa sdanya
dan menjamin kesclamatan dan kescjahteraan Pencnima Manfaat lahir dan batin.

Administrasi

|, Surat rujukan dan salman laporan kasus yang salah satu sinya menyatakan Pencrima Manfaat layak untuk
dipulangkan dan diberikan kayanan reintegrasi sosial.

2. Informasi remtegrasi sosial telah disampatkan kepada lembage/manajer kasus di lokasi reintegrasi sosial.

3. Penerimi Manfaal tercantum dalam kartu keluarga di mana mercka dipulangkan. Jika kelunrga penerima
merupakan keluarga penggantt maka adu pernyatasn tertulis bahwa keluarga tersebut akan menerimanya,

Jangka Waktu Pendampingan Relntegrasi Soslal

. Rujukan layanan reintegrasi sosial dilakukan sesuai perkembangan Penerima Manfaat berdasarkan laporan
sosinl pekena sosial balai/loka rehabilitas sosial.

Pendampmngan layanan remtegrast sosial diberikan scsuai dengan durasi layanan remtegras: sosial dan
penyelenggara layanan yang berwenang,

14

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pendampingan Relntegrasl Sosial
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Pmscdur pendampingan reintegrast sosial terdin dan:

Pendamping PPA menyiapkan Penerima Manfaat untuk mmdnpulkm hymnn reintegras: sossal dengan
membenkan informast tentang layanan dan pentingnya layanan reintegrast sosial.

Pendamping PPA berkomunikasi dengan penyelenggam h)'nmn reintegrast sosial (misalnya Dinas Sosial,
LPSK, dan schagainya) dalom rangka melakukan pemantaunn terhadap kescluruhan proses layanan
reintegrasi sosial.

(=]

Proses lavanan reintegras sesial-
A. reintegrasi sosial WNI di dalam negen,
Pendamping PPA berkomunikasi dengan petugas fayanan dalam proses reintegrasi sosial.
Pendamping PPA melakukan komunikast dengan petugas lsyanan terkant proses reintegras: sosial.
Dalam hal diperlukan pendampingan terhadap korban dalam proses reintegrsi. Pendamping PPA
melakukan koordmasi dengan petugas layunan reintegrasi sosial.
4. Pendamping PPA berkomunikas: dengan petugas layanan reintegras: sosial untuk:
a.  mengutamakan layanan yang mmah perempuan dan Anak dalam proses reintegrasi sosial; dan
b.  koordinasi pemantauan proscs reintegrasi sosial sesuni kebutuhan Penerima Manfuat secara
berkala dan/atan sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan laporan petugas layanan
integrasi sosial.
5. Jika hasil ascsmen petugas layanan reintegrasi sosial menunjukan semua kebutuhan layanan telah
terpenubi, manajer kasus dapat menginisiast konferens: kasus antar penyclenggara layanan untuk
persiapan pemutusan layanan, kemudian dengan persctujuan Pencrima Manfaat melakukan terminasi

2o

kasus.
6. Pendamping PPA beken sama dengan bagian pendatanan kasus melakukan input data ke dalam
Simfoni PPA.
B. reintegras sosial korban WNI dari fuar negert:

I. UPTD PPA mencrimu rujukan dan layanan Sghabat Perempuan dan Anak 129 (SAPA 129) di Kemen
PPPA (mengacu pada Bagian 3.2.7. Pelimpahan Layanan ke Layenan Rujukan Akhir) dan dilanjutkan
dengan prosedur pendampingan reintegrasi sepert di atas.

C. reinteprasi sosial korban WNA di dalam negen:
I.  UPTD PPA melakukan pelimpahan kasus ke Layanan di Kemen PPPA (mengacu pada Bagian 3.2.7,

Pelimpahan Layanan ke Layanan Rujukan Akhir).

| x { sosial
. Pendampingan reintegrasi untuk perempusn ditckankan pada resostalisast kepada keluargn, masyarakat,
lingkungan, lsyanan kescjahteraan sosial, keterampilan hidup (life skill), pemberdaysaan ckonomi dan
sosial, seria adaptas: dengan lingkungan sosial ckonomi, politik di wilayah reintegras: sosual.

Pendampingan reintegrasi untuk Anak  ditckankan pada resosalisast kepadn keluwrga, masyarakat.
lingkungan, layanan kescjahteraan sosial, penguaton pengasuhan, pendampingan mengakses pelayanan
pendidikon formal atou nonformal termasuk keterampilan kecakapan hidup, dan proses adaptasi Anak
scluma reintegrasi sosial.

1~

www.peraturan.go.id



2022, No.85 50

Produk Pendampingan Korban (Layanan Kesehatan, Hukum, Rehabilitasi Sosial, serta Reintegrasi

Sosial)
No. Produk Jasa Produk Admmistrasi
1 | Mencatat rekomendasi rupukan kepada layanan Laporan kasus dan lsporan perkembangan
vang dibutuhkan Pencrima Manfaut periodik sctiap layanan

"

Menyampatkan penjelasan atau menginformasikan | Laporan kasus dan Laporan perkembangan
layanan yang akan diterima olch Penerima Manfaat, | periodik

prosedur layanan dan tujuannya
3 | Memastikan Penenima Manfiat telsh membenkan Informed consent pada masing-masing

persctujunn atas layanan yang akan diterima lsyanan
4 | Menyampuwkan surat rujukan kepada layanan yang | Surat rujukan
dibutuhkan olch Pencrimn Manfaat
5 | Mencartkan akses yang dibutuhkan jika Penerima Laporan kasus dan laporan perkembangan
Manfaat memiliki kesulitan dalam mengakses periodik
layanan

6 | Menjalin komunikasi dan memclihara relasi dengan | Laporan kasus dan laporan perkembungan
penyelenggam layanan dan petugas layanan rujukan | periodik

yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan
terhadap proses dan prosedur layanan serta kondisi
Pencnima Manfaat sclama proses layanan

7 | Berkonsultas: dengan pemben layanan profesional | Laporan kasus dan laporan perkembangan
yang sedang bertugas dan menyampaikan kepada periodik

Penerima Manfaat jika terdapat perbedsan antara
peluksanaan layanan dengan SOP layanan

8 | Pendamping menjelaskan kepada Pencrima Manfiaat | Formulir terminas: dan tiap laysnan atau
Jjika layanan sudah selesar dan menjelaskan hasil kescluruhan layanan

dan atau konsckucnsi/dampak dari layanan yang
telzh diberikan terscbhut

3.2.7. Pelimpahan Layanan ke Layanan Rujukan AKhir

Pengertian

Pelimpahan fayanan ke layanan rujukan akhir merupakan upaya melimpahkan wewenang pembenan layanan ke
layanan rujukan akhir Kemen PPPA bagi kasus perempuan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional. lintas
provinst dan internasional, dan layanan bagi kasus AMPK yeng memerlukan koordmnas: tingkat nasional dan
mternasional.

Persyaratan/Kriteria Layanan Rujukan Akhir

. Luyanan yang dibutuhkan olch perempuan dan Anak yang memerlukan koordinast lintas provinst atau lintas

negara (termasuk perempuan WNI korban KTP/kekerssan berbasis gender (KBG) di luar negeni, pekena

migran Indoncsia (PMI) yang nmengalami kasus perkawinan campuran termasuk anaknya, korban KDRT di

luar negen, dan TPPO di stau dan luar negeri):

Layanan bagi Pencrima Manfaat (1) memeriukan dukungan advokas: dan tingkat pusat, (1) layanan dengan

komplcksitas tinggt, dan (111) layanan hanya tersedia di tingkat pusat;

3. Jumlsh kerugian akibat kasus yang dizlami Pencrima Manfaat yoitu 235 miliar rupiah ke ats (ketentuan
Baresknm Poln):

4. Pelakunys bagian dan kejahatan terorganisir (organized crime) dengan jaringan nasional dan imternasional
seperti TPPO, narkoba. kejehatan siber. pornografi online, KTP/kekerasan berbasis gender (KBG) online,
terorisme, dan radikalisme: atan

5. Pelakunya diduga pejabat negara. pejabat publik, angzota diplomat, anggota legislatif baik di tingkat pusat

14
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maupan dacrah, anggota TNL anggota Poln, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. scria pumpinan
lembaga lam, batk milik pemerintah maupun swasta atau kasus yang ditangam olch Baresknm Polni.

3.2.8. Penyampalan Keluhan dan Saran

UPTD PPA wajb menyedizkan sarana untuk menyampaikan keluhan dan saran terkmt layanan PPA melalu:

penyampaian langsung dengan menycbutkan dan/atau melampirkan identitas din:
kotak saran;
telepon layanan keluhan dan saran;

e =

Oniine Rakyat (LAPOR);
5. sumst clektromik; dan/atsu
6.  formulir survei.

Tanggapan awal atas kcluhan dan‘stay ssran vang disampaikan sceara lengsung dopat diberikan pada hani yang
sama scjak keluhan dan‘atan saran ditenma Tanggapan awal atas keluhan yang disampaikan secara tidak
langsung, dibenkan dalam waktu paling lama 24 jam scjak diterimanya keluhan dan atau saran oleh petugas

layanan.

Mckanisme dan tata cara pengelolaan kefuhan dan saran atas layanan PPA meliputi:
1. mencatat dan menganalisis maten keluhan dan/atau saran atas layanan;
melukukan klanfikas: dan venfikasi terhadap maten keluhan dan/otau sarun atas layanan;

w1

keluhan dan atau saran tidak menjadi kewenangannya:

membertkan tanggapan terhadap maten keluhan dan/atau saran stas layanan;
mengakhin penangan keluhan dan/atau saran; dan

cvaluasi.

o ! m

Mckamsme dan tata cara pengelolsan keluhan dan/atan saran disusun dengan memperhatikan kelompok rentan

atay berkebutuhan khusus. Peayelesatan keluhan dan tmdakan korcktif bersifat terbuka bagi publik.

Terkat petugas yang menyampuikan informas: den menerima adusn dan Penerima Manfast ditegaskan dalam

formulir siapa yang bertanggung jawsb menyampaikan informasi (terkait Pasal 7 ayat (2))

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layuanan Aspirast dan Pengaduan

menyalurkan keluban atau saran pads pada penyelenggam luin yong berwenang, dalam hal substanst

3.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Perlindungan Perempuan

dan Anak

SOP yang tercantum pada Standar Layanan ini adalah SOP makro yang

mengandung komponen/tahap utama dalam setiap fungsi layanan. Dalam
hal UPTD PPA memiliki perbedaan dalam tahap dan mekanisme layanan
terkait perbedaan situasi dan kompleksitas layanan di daerah, maka UPTD

PPA dapat menyusun SOP teknis yang dikembangkan dari SOP makro sesuai

kebutuhan di daerah masing-masing.

| Nomor SOP [No: / 1 /2021
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Nomor revisl
Tgl. Revisl
Tgl. Efektif
Kementerian
Disahkan oleh EEmhE Ay
Perempuan dan
Perlindungan Anak
( )
Judul SOP Standar Operasional
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN Prosedur Layanan PPA
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK secara Cep:;l. Akurat,
Komprehensif, dan
Terintegrasi
KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
DASAR HUKUM PELAKSANA
| o Mengacu pada Bab 343 Kompetensi SDM
Zeve Penyelenggara Layanan
3...
KETERKAITAN PERALATAN KELENGKAPAN
1. SOP Layanan Pengaduan Masyarakat 1. Formulir pengaduan
2. SOP Layanan Penjangkauan Korban 2. Formulir persetujuan (informed consent)
3. SOP Layanan Pengelolaan Kasus 3. Formulir asesmen biopsikososial
4. SOP Layanan Mediasi 4. Formulir pelimpahan
5. SOP Layanan Penampungan Sementara 5. Formulir rujukan
6. SOP Layanan Pendampingan Korban 6. Formulir terminasi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pendampingan memperhatikan milai  dan

prinsip dalam bekerja dengan perempuan dan

anak serta keluarganya.

Pendampingan memperhatikan kebijakan untuk

pendampingan perempuan dan anak

3. Semua pengaduan terkait masalah perempuan
dan anak diterima tanpa diskriminasi

4. Layanan bersifat responsif, sigap, dan santun

Permintaan informasi yang bersifat pribadi

harus dengan persetujuan Penerima Manfaat

(informed concern)

6. Petugas wajib menjaga kerahasiaan Penerima
Manfaat

"o

Disimpan sebagai data elektronik dalam Simfoni
PPA dan manual
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3.3.1. SOP Pengelolaan Makro

3.3.2. SOP Layanan Pengaduan Masyarakat secara Langsung dan Tidak
Langsung

3.3.3. SOP Penjangkauan Korban

3.3.4. SOP Penampungan Sementara

3.3.5. SOP Pengelolaan Kasus
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3.4 Komponen Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

Komponen pengelolaan layanan merupakan proses manajemen operasional
layanan untuk memastikan proses penyampaian layanan di atas berjalan
dengan baik. Proses manajemen untuk kepentingan penyelenggara pelayanan
ini terdiri dari dasar hukum; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
kompetensi sumber daya manusia penyelenggara layanan; jumlah, jenis
jabatan, dan profesi penyelenggara layanan; jaminan pelayanan; jaminan
keamanan dan keselamatan layanan; biaya operasional layanan, pengawasan
internal, dan evaluasi kinerja pelaksana.

3.4.1. Dasar Hukum

Dasar hukum layanan PPA dalam standar ini mengacu pada Pasal 5
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak.

3.4.2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Standar bagi sarana dan prasarana layanan PPA mengacu pada Lampiran I

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018

tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak.

Sarana dan prasarana mencakup:

1. Fasilitas: loket informasi, ruangan pengaduan, ruang asesmen dan
konseling, ruang penyimpan data, ruang rapat, pesawat telepon, telepon
seluler, komputer dan printer, kendaraan operasional.

2. Instrumen teknis: lembar pengaduan, lembar persetujuan, lembar
asesmen biopsikososial komprehensif, lembar rujukan, lembar laporan,
lembar pemantauan dan evaluasi dan lembar terminasi (semua tersedia
dalam sistem elektronik Simfoni PPA).

3.4.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Layanan

Para Penyelenggara Layanan PPA pada UPTD harus memiliki berbagai jenis
kompetensi yaitu:
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Kompetensi manajerial dan sosio kultural mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara.

Kompetensi Pemerintahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
Kompetensi Teknis meliputi kompetensi teknis umum dan spesifik.
Kompetensi teknis ini akan mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan
oleh Kemen PPPA.

3.4.4. Jumlah, Jenis Jabatan, dan Profesi Penyelenggara Layanan

Dalam menyelenggarakan Standar Layanan PPA ini tetap berdasarkan
struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, namun dapat

dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah sepanjang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun jenis dan profesi

tenaga penyelenggara layanan yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:

JABATAN STRUKTURAL

Kepala UPTD PPA

Togas: Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikun UPTD dalam menyclenggarkan layunan
perlindungan bagi perempuan dan Anzk yang mengalami masalah kekerasan, diskrmminasi, perlindungan
dun masalzh famnyas dengan cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas: Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaon akuntansi dan pelaporan
keuangon, penyiapan bahan admmistrasi sumber doya manusta, pelaksansan ketatnusahaan don pencatatan
duta korban, dan pelaksznasn kerumahtanggaan.

(Peraturan Menten Pendayagunsan Aparatur Negar Nomor 41 Talum 2018 tentang Nomenklutur Jabatan

JABATAN ADMINISTRASI (PELAKSANA)

Pelaksanuan bagi Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Instansi Pemenintah)

Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak

Tugas: Meclakukan kegintan pengelolaan perhndungan perempuan dan Anak. di antaranya admimistrasi
pengaduan, operator penerima pengaduan dan sistem informasi pencatatan dan pelaporan. serta melakukan
Penjangkauan Korban.

Kuahifikasi pendidikan minimal: D3 Kescpahteraan Sosial, Psikologt, dan Sosiologi.

4.

Pengawas Perempuan dan Anak

Tugas: Mclakukan kegiatan pengawasan dalam rangka PPA, di antaranys administrasi pengaduan, operator
penerima pengaduan dan sistem informast pencatatan dan pelaporan, serta melakukan Penjangkauan Korban
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dan nsesmen awal.

Kunlifikasi pendidikan minmal: S1/D IV Kesejahteraan Sosial, Psikologi, dan Sosiologi.

5. Konselor

Tugas: Mclakukan kegiatan pemulihan dan peningkatan sosial budaya perempuan dan Anak korban
kekerasan agar dapat kembali beraktivitas normal.

Kunlifikasi pendidikan minimal: S1/D IV Ekonomi, Hubungan Internasional, Hukum, Psikologi.

6. Pengelola Data dan Informasi

Tugas: Mclakukan mput data kesus, menganalisa, dan menyedizkan informasi dan sistem informasi
pencatatan dan pelaporan.

Kualifikasi pendidikan minimal: SUD IV Ekonomi, Hubungan Internasional, Hukum, Pstkologr

7. Pengadministrasi Keuangan

Tugas: Melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan dan pendokumentasi dokumen administrasi dan
keuangan.

Kualifikasi pendidikan minimal SLTA sampai D3,

8. Petugas Keamanan

Tugas: Mclakukan kegiatan yang meliputi keamunan dan penertiban.

Kualifikasi pendidikan minimal SLTA sampai D3.

9. Penjaga Asrama (Rumah Perlindungan)

Tugas: melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian, dan pemeriksaan keamanan dan kenysmanan rumah
perlindungan.

10, Pengemudi

Tugas: Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendsruan dinas.

Kuahfikasi pendidikan minimal SLTA sampu D3.

JABATAN FUNGSIONAL

11. Pekerja Sosial

Tugas: Mclakukan kegiatan peayelenggarann kescjahteraan sosial, di antaranya kunjungan ke rumah (honre
vixil) atau penjangkauan calon dan pencrima program, motivast calon penerma progmm penyelenggaraan
kescjahterann sosial, ascsmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber pencrima program penyclenggarsan
kescjahterann sosial, terminast, termasuk berperan sehagar manajer kasus.

Pekerja sosial yang akan bekerja di UPTD PPA dapat diperbantukan dar instansi lamn,

Kunlifikasi pendidikan minumal: S1/D IV Kesejahternan Sosil.

12, Psikolog Klinis

Tugas: Melakukan pelayanan psikologi klinis. di antaranya ascsmen, mterpeetast hasil asesmen, intervens:,
pembuatan laporan pemeniksaan psikologi, dan menjadi saksi (sesuai dengan Peraturan Menten
Pendaysgunnan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2008).

Kunlifikasi pendidikan minimal: S1/D IV Psikologi Klinis.

13. Analis Hukum
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Tugas: Mclaksanakan kegintan analisis dan evaluasi hukum, duntamnys mengidentifikas: somast atan
pengaduan yang masuk, menganalisis dan mengevaluass terkait somasi atny pengadusn yang masuk.
menyusun  faporan panggilon atas permintaan lembaga yang berwenang, mengidentifikasi gugatan,
mengklusifikass bahan dan data perkara hukum, penyclesaian perkarn hukum sccara nonlitigasi serta
melakukan Mediasi penyelesaian permasalzhan hukum teskait penyelesaian perkara di buar persidangan.

Kunlifikasi pendidikan minimal: SUD IV Hukum.

3.4.5. Jaminan Pelayanan

Standar Layanan ini memberikan jaminan pelayanan kepada Penerima

Manfaat yaitu:

1. Jaminan kepastian kepada Penerima Manfaat bahwa layanan
dilaksanakan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi sesuai
dengan Standar Layanan yang telah ditetapkan. Jangka waktu/durasi
pelayanan, kompetensi, dan kualifikasi pelaksana layanan serta
mekanisme pelayanan mengikuti standar operasional prosedur layanan
ini.

2. Apabila layanan ini tidak dapat memberikan pelayanan sesuai dengan
waktu, biaya, mekanisme, dan kompetensi petugas, maka Penerima
Manfaat dapat mengirim umpan balik, saran, dan pertanyaan
sebagaimana disebutkan di atas untuk dijadikan bahan evaluasi dan
perbaikan layanan.

3.4.6. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan

Jaminan keamanan dan keselamatan dalam keseluruhan layanan adalah:

1. komitmen untuk memberikan rasa aman, menjaga kerahasiaan terhadap
kasus perempuan dan Anak yang dilaporkan dan dilayani;
komitmen menerapkan prinsip dan protokol child safeguarding:;
jaminan bahwa layanan PPA diselenggarakan oleh lembaga yang
terpercaya, memiliki keberpihakan kepada Penerima Manfaat, serta
mendukung penciptaan rasa keadilan bagi Penerima Manfaat, bukan
dari lembaga yang berisi oknum yang ingin mencari keuntungan untuk
diri sendiri maupun untuk pelaku; dan

4. kenyamanan pelayanan dan bebas dari pungutan liar.

www.peraturan.go.id



2022, No.85 60-

3.4.7. Biaya Operasional Layanan

Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak wajib mengalokasikan anggaran untuk
UPTD PPA. Alokasi dan mengembangkan berbagai jenis biaya yang
dibutuhkan oleh UPTD PPA sesuai dengan situasi dan kondisi serta komitmen

daerah masing-masing.

Contoh dari biaya operasional layanan PPA antara lain:

No Rincian Kegmtan (RK) dan Uramn Rincian Kegiatun (URK)

1 Biaya Mediko Legal

a. Visum et Repertum

1) Pemenksaan Korban Hidup:

2) Pemeriksaan Korban Mati;
s) Pemeriksaan Luar; dan
b) b) Pemenksaan Dalam/Otopsi.

3) Pemriksasan Penunjang.

b. Visum et Psikiatrikum

e

Biaya Operasional Tenaga Ahli (Ahli, Psikolog Klimis dan Psikiater, Advokat, Penegemszh, dun Juru
Isyarat)

o Biaya Jasa Tenaga Ahlt,

b. Biaya Transportas:: dan

c. Biaya Pengmapan.

3 Biaya Opcrastona! Seksi

a  Biaya Konsumsi;

b. Biaya Transportasi; dan

¢. Biava Pengimapan.

3 Biaya Operastonal Rumah Perlindungan untuk Penampungan Scmentara

o Biava Pengmapan;

b. Biaya Konsumsi;

¢. Biaya Transportasi;

d. Biaya Kcbutuhan Spesifik Korban: dan

¢. Biaya Pemulihan Keschatan Korban.

K Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban

i Biaya Transportasi;

b. Biaya Konsumsi Korban dan Pendamping;

www.peraturan.go.id



61 2022, No.85

¢. Biaya Pengmapan Korban dan Pendamping;

d. Biaya operastonal korban lamnya untuk pemenuhan kebutuhan hukum.

Komponen biaya di atas hanya contoh, untuk seclanjutnya penyusunan biaya
operasional UPTD PPA merujuk pada Petunjuk Teknis dan Dana Alokasi Khusus
pada tahun berjalan.

3.4.8. Pengawasan Internal

Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan komponen penyampaian
layanan (service delivery) yang dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak melalui UPTD PPA
diberikan sesuai dengan prinsip dan panduan etik secara cepat, akurat,
komprehensif, dan terintegrasi serta sesuai dengan sistem, mekanisme dan
standar prosedur operasional yang disepakati dengan efektif dan efisien
kepada Penerima Manfaat.

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik

dilakukan melalui:

a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal ini artinya pengawasan langsung dilakukan oleh atasan
langsung yaitu Kepala UPTD PPA atau Kepala Dinas yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan Anak. Pengawasan dapat dilakukan secara melekat
terhadap layanan yang dilakukan setiap hari dan juga dilakukan secara
rutin sesuai dengan kebijakan pimpinan. Jika terdapat penyimpangan
terhadap layanan yang diberikan maka yang harus bertanggung jawab
untuk dimintai penjelasan selain dari pelaksana UPTD PPA adalah
Kepala Dinas yang melaksanakan wurusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sebagai atasan
langsung dari pelaksana layanan PPA di UPTD PPA. Hal tersebut tidak
lepas dari kewajiban jabatan Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan
PPA sebagai penanggung jawab setiap penyelenggaraan pelayanan publik
di instansi yang dipimpinnya.

b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Selain atasan langsung, dalam hal ini adalah Kepala UPTD atau Kepala
Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan Anak, pihak berikutnya yang harus
melaksanakan fungsi pengawasan internal yaitu pengawas fungsional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, contohnya
satuan pengawas internal instansi penyelenggara pelayanan publik,
inspektorat, serta aparat pengawas intern pemerintah lainnya.

3.4.9. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dan Kepala UPTD PPA
melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap bawahannya langsung secara
berjenjang. Evaluasi kinerja dilakukan pada 6 (enam) aspek pelayanan publik
yvang mencakup kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia,
sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan
pengaduan, dan inovasi pelayanan. Adapun cara dan evaluasi kinerja
terhadap 6 (enam) aspek kinerja tersebut mengacu pada Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak.

Penilaian kinerja internal yang dilakukan secara berkala oleh penyelenggara
pelayanan publik dapat mewujudkan pelayanan prima yaitu pelayanan
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh
penyelenggara layanan kepada penerima/pengguna layanan. Salah satu
aspek yang dinilai dalam kebijakan pelayanan adalah evaluasi kepuasan
layanan bagl Penerima Manfaat yang dilakukan melalui kuesioner kepuasan
layanan (Lihat Bagian H. Formulir Survei Kepuasan Penerima Manfaat).
Kuesioner ini harus diisi oleh Penerima Manfaat pasca menerima layanan.
Laporan kepuasan layanan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
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Penilaian  profesionalisme  penyelenggara dilihat dari kompetensi,

responsivitas, penerapan etik, dan budaya pelayanan. Dilakukan secara

berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Sebagai tindak lanjut dari hasil

evaluasi yvang dilakukan oleh pengawas internal, maka

supervisor/koordinator melakukan coaching dan mentoring terhadap

pelaksana dengan tahapan sebagai berikut:

1. memastikan petugas layanan dapat mempraktikkan pengetahuan dan
keterampilan yang didapat dari latihan;

2. menyediakan waktu untuk mendiskusikan kasus dan memberikan
umpan balik secara konstruktif;

3. menyediakan kesempatan diskusi (debrief) untuk mencegah trauma
sekunder;

4. memonitor beban kerja petugas layanan dan membantu mereka
mengelola stres; dan

5. menyediakan kesempatan berkelanjutan untuk merefleksikan nilai dan
kepercayaan personal dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi
pekerjaan dan menyediakan kesempatan untuk mengikuti training yang
berkelanjutan untuk pengembangan profesionalismenya.
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D. MEKANISME KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

Mekanisme komunikasi dan konsultasi merupakan interaksi efektif antara
petugas UPTD PPA dengan para penyelenggara layanan PPA lainnya dalam
keseluruhan sistem Standar Layanan secara cepat, akurat, komprehensif,
dan terintegrasi untuk menetapkan alur rujukan atau pelimpahan kasus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan layanan PPA, Dinas yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
berkoordinasi dengan Dinas penyelenggara layanan PPA lainnya untuk
mendukung UPTD PPA dalam melakukan rujukan dan pelimpahan Penerima
Manfaat ke layanan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan PPA lainnya
yang berwenang seperti penyelenggara layanan kesehatan, hukum,
rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Selanjutnya dalam hal
penyelenggaraan layanan PPA, UPTD PPA melakukan komunikasi dan
konsultasi dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas penyelenggara layanan
PPA lainnya. Adapun keenam komponen utama layanan UPTD PPA dan
hubungannya dengan penyelenggara layanan PPA lainnya tergambar dalam
bagan di bawah ini:

=

T

S

Jenis dan jumlah kelembagaan yang terlibat di atas sangat tergantung pada
ketersediaan dan kesediaan unit/lembaga yang ada di masing-masing
tingkatan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun nonpemerintah.
Berikut ini adalah kementerian/lembaga, dinas, sektor dan unit/lembaga
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pemerintah dan nonpemerintah yang diidentifikasi berdasarkan peran dan

jenis layanan yang diberikan:
No | Komponen Layanan Pemangku Tanggung Jawab
1 Pengaduan I. Tmgkat kabupaten’kota- UPTD PPA kabupaten'kota berkomunikas: dan

Masyarakat

=]

berkonsultusi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)
Polres, P3MIL. Dinas Sosial, Dmas Tenmaga Kega,  lembage
masyarakat/ nonpemenntah, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
TPPO tingkst kabupaten/kota

Tmngkat provinsi: UPTD PPA provinsi berkomunikasi dan berkonsultas:
dengan UPPA Polda, P3ML, Dinas Sostal, Dinas Tenaga Kerja. lembaga
masysrakat/nonpemerintah, Gugus Tugas Pencegahan dan Pemanganan
TPPO tingkat provinsi. dan mmigrasi.

Penjangkanan
Korban

15

Tingkut kabupaten'kotn: UPTD PPA kabupaten'kota berkomunikasi dan
berkonsultass dengan UPPA Polres, BP2ML Dinas PPPA, P4TKI, Dinas
Sosial. Dinas Tenaga Kenju. dan Jembaga masyarakat/nonpemenntah.
Tmngkat provinsi: UPTD PPA provinsi berkomunikasi dan berkonsultas:
dengan UPPA Polda, BP2MI, Dinas PPPA, dan Dinas Sosial.

Pengelolaan Kasus

3a. Layanan Keschatan
{Rujukan/Pelimpahan)

1

Tingkat kabupatenkota: Dinas Keschatan, Rumah Sakit di tingkat
knbupaten/kota.

Tingkat provinsi: Dinas Keschatan, Rumah Sakit atau Puskesmas di tingkat
kabupaten’kota.

3b. Pencgakan Hukum
(Rujukan/Pelimpahan)

1

Tingkat kabupatenkota: UPPA Polres, Kcjuksaan Negen, dan Pengadilan

Negen
Tingkat provinsi: UPPA Polda, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi.

3c¢. Bantuan Hukum
(Rujukan/Pelimpahan)

19

Tingkat kabupaten/kota: pemben bantuan hukum di kabupaten/kota.
Tingkat provinsi: pemben bantuan hukum di provinsi.

3d. Rchabilitasi Sosial
(Rujukan'Pelmmpahan)

19

Tingkat kabupaten’kota: Dinas Sosial. lembaga
masyuarakat/ nonpemerntah.
Tingkat provinsi: Dinas Sostal, lembaga masyarakat nonpemernntah.

3e. Remntegrasi Sosial
(Rujukan’ Pchmpahan)

2

Tingkat kabupatenkota: Dinas Sosial, lembaga
masyarakat/ nonpemenntah.
Tingkat provinsi: Dinas Sostal, lkembaga masyarskat/ non pemenntah,

3f Layanon Rujukan
Akhir dan Koordmasi

Nastonal dan
Internasional.
(Rujukan/Pelimpahan)

Tingkat pusat: Kemen PPPA berkoordinust dengan UPPA, Unit Siher dan Unit
TPPO di Baresknm Mabes Polr. Kemen PPPA, Kementerian Sosial,

Kementeriin - Keschatan, Kementerinn  Luar  Negen,

BP3MI1, Komnas

Perempuan, KPAIL lembagn masyarakat/non pemenntzh di tingkat pusat, Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tingkat pusat, Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, pemben bantunn hukum di
pusat. Lembaga Perlindungan Saks1 dan Korban (LPSK).
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K Penampungan I. Tingkat kabupatenkota: UPTD PPA sccarn mandin  mengadakan
Sementara Penampungan Sementara atau berkonsultas: dengan Dinas Sosul, lembagn
masyarakat/nonpemenntah di tingkat kabupatenkota.

Tingkat provinsi; UPTD PPA sccara mandin mengadakan Penanmpungan
Sementara atau berkonsultast  dengan Dinas Sosial,  lembaga
masyarakat/ nonpemenntah di tingkat provinsi.

1+

w

Mediasi I. Tingkat kabupatenkots: UPTD PPA kabupatenkota berkomunikasi dan

berkonsultasi dengan mediator bersertifikat.

Tingkat provinsi: UPTD PPA tingkat provinsi berkomunikas: dan

berkonsultasi dengan mediator bersertifikat.

3, Tingkat kabupatenkota: UPTD PPA berkomuntkas: dan berkonsultas:
dengan penanggung jawsb penyelenggara layanan PPA lninaya seperti
keschatan, hukum. dan schagainya.

4. Tingkat provinsi: UPTD PPA provinst dan pendampmg UPTD PPA
berkomunikast dan berkonsultasi dengan penanggung jawab penyelenggara
luyanun PPA lainnya scperti keschatan, hukum, dan schagamya.

1+

6 Pendampingan Korban (Penerima Manfaat)

oa. Pendampingan I. Tingkat kabupaten’kots: UPTD PPA berkomunikas: dan berkonsultas:
Layvanan Keschatan dengan penanggung jawab Dinas Keschatan dan Rumah Sakit di tingkat
kabupaten/'kota.

1o

Tingkat provinsi: UPTD PPA provinsi dan pendamping UPTD PPA
berkomumikasi dan  berkonsultasi dengan  penanggung  jawab  Dinas
Keschatan dan Rumah Sakit di tingkat provinsi.

6b. Pendampingan 1. Tngkat kabupaten'kota: peadamping UPTD PPA berkomumikasi dan
Layanan Hukum berkonsultasi dengan penanggungjawab UPPA Polres. Kejaksaan Negen,
dan Pengadilan Negern.

]

Tmgkat provinsi: pendamping UPTD PPA berkomumikas: dan berkonsultass
dengan penanggungjawab UPPA Polda, Kejaksazn Tinggy, dan Pengadilan

Tingg.
fic. Pendampingan I. Tingkat kabupaten'kots: pendamping UPTD PPA berkomunikasi dan
Bantuan Hukum berkonsultasi dengan advokat/pemben bantuan hukum di kabupatenkota.

1

Tingkat provinsi: pendamping UPTD PPA berkomunikasi dan berkonsultasi
dengan advokat/pemben bantuan hukum di provinst.

6d. Pendampingan I. Tingkut kabupaten'kota: pendamping UPTD PPA berkomunikasi dan

Rehabilitas: Sosial berkonsultas) dengan penanggung jawsb (focal person) Dmas Sosial,
lembaga masyarakat'nonpemerintah di kabupatenkota,

2. Tingkut provinsi: pendamping UPTD PPA berkomunikasi dan berkonsultast
dengan penanggung jawab (focal person) Dmmas Sosial, lembaga

musysrukat nonpemerintah di provinsi.
fic. Pendampingan I. Tingkat kabupaten’kota: pendamping UPTD PPA berkomunikasi dan
Reintegrasi Sosial berkonsultasi dengan penanggung jawab (focal person) Dmas Sosial,

lembaga masyarakat nonpemerintah di kabupatenkota.

. Tingkat provinsi: pendamping UPTD PPA berkomunikasi dan berkonsultasi
dengan penanggung  jawsb (focal person) Dmas Sosial, lembaga
masyarakat/nonpemerintah di provinsi,

(=]

7 Layanan Rujukan Tingkat nasional: Kemen PPPA melahn SAPA 129 bekens sama dengan
Akhir penyelenggars layanan PPA lamyan
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Supaya komunikasi dan konsultasi berjalan efisien dan efektif, Dinas yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan Anak dapat membangun koordinasi dengan baik melalui
tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang memiliki tugas,
fungsi, visi, dan misi bersama untuk memberikan pelayanan
perlindungan terhadap perempuan dan Anak. Untuk dapat berkolaborasi
diperlukan: (a) komitmen untuk bekerja sama demi mencapai tujuan
yang disepakati bersama; (b) rumusan tujuan ruang lingkup dan
cakupan layanan yang akan dikerja samakan; (c) kemauan untuk
berbagi sumber daya dan tanggung jawab untuk memaksimalkan hasil.
Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan Anak memfasilitasi pembuatan Perjanjian
Kerja Sama dan koordinasi antar penyelenggara layanan PPA terkait
sesuai dengan tugas dan fungsinya secara formal dan sistemik.

2. Berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh masing-masing
para pihak pemangku tanggung jawab memilih tenaga profesional yang
memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai layanan PPA dan memiliki
akses meminta pertanggungjawaban dari lembaga untuk menjamin
ketersediaan layanan yang dibutuhkan. Adapun kapasitas sebagai
berikut:

a. memahami tentang prinsip-prinsip pelayanan untuk PPA;

b. pemahaman mengenai layanan yang cepat, akurat, komprehensif,
dan terintegrasi serta peran mereka dalam Manajemen Kasus;

c. dapat membuat keputusan dengan cepat; dan

d. menerapkan langkah-langkah tindakan sesuai dengan tahapan
Manajemen Kasus dan SOP.

3. Melibatkan seluruh pemangku tanggung jawab dalam keseluruhan
proses layanan sesuai dengan kewenangannya. Selain kerja sama dalam
penyelenggaraan layanan, Dinas yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
dapat membangun kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas dan
profesionalitas pelaksana pelayanan secara cepat, akurat, komprehensif,
dan terintegrasi yang diupayakan melalui berbagai metode seperti
pelatihan, bimbingan teknis, magang, coaching, mentoring, dan
sebagainya. Berbagi data dan informasi tentang kondisi dan
perkembangan Penerima Manfaat  juga  dilakukan secara
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berkesinambungan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang
berlaku.

4. Mengembangkan dan menyepakati pola alur koordinasi. Dinas yang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan Anak dan penyelenggara layanan PPA terkait lainnya
dapat membangun pedoman atau SOP koordinasi dan secara berkala
melakukan penyesuaian apabila sudah tidak relevan. Para penyelenggara
layanan memerlukan mekanisme yang dapat memberikan gambaran
yang jelas tentang bagaimana alur atau tahapan dan siapa yang
melakukan apa sehingga koordinasi bisa berjalan secara efektif.

5. Penyelenggaraan koordinasi dapat melalui: a. penyediaan layanan yang
terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. pemantauan; c.
evaluasi; dan d. pelaporan. Setiap unit/lembaga penyelenggara layanan
PPA wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan
pelayanan yang diberikan oleh lembaganya dan melaporkan
perkembangan Penerima Manfaat melalui Simfoni PPA. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran penting
dalam mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran terintegrasi di
semua tingkatan untuk menghindari terjadinya duplikasi penganggaran
dan juga ketiadaan unit/lembaga yang menganggarkan pelayanan yang
sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, dalam hal perempuan dan Anak
korban kekerasan tergolong miskin, maka UPTD PPA dapat
berkomunikasi dengan UPT di Dinas Sosial untuk mengakses informasi
dan program/layanan perlindungan sosial sehingga layanan bagi
perempuan dan Anak ini bisa diberikan secara komprehensif.

6. Melakukan dialog dan diskusi intensif diantara pemangku kepentingan
tentang cara mengelola relasi dalam berkoordinasi dan inovasi, sekaligus
membuka diri untuk bertambahnya anggota baru. Kemudian kembali
pada tahap (1) dan seterusnya.

Tahapan tersebut seperti sebuah lingkaran yang bekerja layaknya roda yang

berputar secara dinamis.

E. PEMBERIAN LAYANAN BERDASARKAN ASESMEN RISIKO DAN BAHAYA
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5.1. Panduan Asesmen Risiko dan Bahaya

Kondisi risiko tinggi

Yaitu situasi dimana keselamatan dan integritas fisik serta psikis
Penerima Manfaat terancam sehingga Penerima Manfaat perlu segera
mendapatkan intervensi layanan kedaruratan seperti penjemputan,
evakuasi, rujukan ke layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan/atau
Penampungan Sementara untuk menyelamatkan mereka dari situasi
kejadian yang dinilai dapat membahayakan keselamatan fisik dan
jiwanya.

Kondisi risiko sedang

Yaitu situasi dimana Penerima Manfaat mengalami kesulitan, tidak
mampu menyelesaikan masalah dan pulih dari dampak insiden
kekerasan, sehingga berisiko menghadapi ancaman pengulangan
insiden atau memperparah dampak. Dalam kondisi ini, layanan yang
diberikan adalah layanan rehabilitasi sosial supaya perempuan dan
Anak dapat menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya setelah
mengalami peristiwa kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masalah lainnya.

Kondisi risiko rendah

Yaitu situasi dimana terdapat kekhawatiran akan ada potensi risiko
bagi Penerima Manfaat jika tidak diberikan layanan protektif yang
diperlukannya untuk beradaptasi menuju keadaan normal dan dampak
insiden tidak lagi menjadi gangguan yang signifikan.

Berikut ini adalah panduan asesmen risiko dan bahaya bagi Penerima

Manfaat:
Bentuk Rislko Tingkat Risiko Jenls Layanan

Korban mendapatkan ancaman akan Tinggi Penampungan Sementara,

dibunuh oleh pelaku penyelamatan korban

Korban mendapatkan kekerasan fisik dan Tinggi Kesehatan

seksual

Korban pernah dicekik oleh pelaku Tinggi Penampungan Sementara,
penyelamatan korban,
kesehatan

Pelaku pernah menggunakan atau memiliki Tinggi Penampungan Sementara,

senjata tajam/senjata api penyelamatan korban
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Korban memiliki Anak yang juga Tinggi Penampungan Sementara,

mendapatkan ancaman kekerasan dan/atau penyelamatan korban dan

ancaman pembunuhan anaknya

Korban dalam keadaan hamil, memiliki Tinggi Penampungan Sementara,

anak balita, atau memiliki anak dari penyelamatan korban dan

perkawinan terdahulu dan tinggal serumah anaknya

dengan pelaku

Korban terancam diperdagangkan Tinggi Penampungan Sementara,
penyelamatan korban

Anak korban kekerasan tinggal serumah Tinggi Penampungan Sementara,

dengan pelaku penyelamatan korban dan
anaknya

Korban berisiko mengalami luka atau Tinggi Penampungan Sementara,

cedera serius kesehatan

Korban berisiko mengalami disabilitas Tinggi kesehatan, rehabilitasi sosial

Korban tidak memiliki keluarga di lokasi Tinggi Penampungan Sementara,

terjadi perkara atau tempat tinggal penyelamatan korban

korban/keluarga berdekatan dengan pelaku

Pelaku dan korban dalam proses perceraian Sedang Penampungan Sementara,
penyelamatan korban dan
anaknya

Korban terisolasi secara budaya (suku Sedang Penampungan Sementara

pedalaman atau pengungsi lintas negara)

Ada pembatasan ruang gerak (penyekapan, Tinggi Penyelamatan korban,

Pencu]ikm pemasungnn) Pcmmpungan Sementara

Catatan: mekanisme dan tata cara pemberian layanan terkait kondisi risiko
tinggi, sedang, atau rendah disesuaikan dengan kebutuhan Penerima Manfaat

berdasarkan hasil asesmen,

5.2. Konsep dan Bentuk Rumah Perlindungan

Perbedaan Penampungan Sementara dan Rumah Aman
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No Unsur Penampungan Rumah Aman
Sementara (Jangka Menengah dan Jangka
(Jangka Pendek) Panjang)
I | Waktu Maksimal 14 hari Melebihi 14 hari
2 | Lokasi Menetap atau berpindah- | Menetap atau berpindah-pindah
pindah
3 | Keamanan Tingkat tinggi Tingkat tinggi
4 | Penyelenggara UPTD PPA Kementerian Sosial, Dinas Sosial,
LPSK. masyarakat. dan sebagainya
5 | Anggaran UPTD PPA Dinas/institusi yang berwenang,

lembaga pemerintah/nonpemerintah,
masyarakat

Selama berada di Penampungan Sementara atau rumah aman, Penerima
Manfaat hendaknya mematuhi tata tertib di dalam rumah aman, yaitu:

1.
2.

memberikan layanan 24 (dua puluh empat) jam;
korban tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi selama

berada di rumah aman untuk menjaga keamanan dan keselamatan

korban;

tidak merokok, tidak menggunakan alkohol dan narkotika; dan
mengikuti kegiatan yang ada di rumah aman seperti kegiatan pemulihan,

ketrampilan, dan edukasi lainnya.

RINGKASAN PROSEDUR PELAKSANAAN LAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK OLEH PENYELENGGARA LAYANAN PPA

LAINNYA

Berikut ini merupakan prosedur pelaksanaan layanan oleh penyelenggara
layanan PPA lainnya yang perlu diketahui oleh Pendamping PPA. Dalam
melakukan pendampingan layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara

layanan PPA lainnya ini, Pendamping PPA wajib menghormati kewenangan

dan mengikuti SOP yang dimiliki oleh masing-masing penyelenggara layanan.

6.1. Layanan Kesehatan

1.

Anamnesis
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Langkah untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai kekerasan
yang terjadi serta riwayat kesehatan perempuan dan Anak ketika di
layanan kesehatan.

2. Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan fisik dilakukan secara menyeluruh meliputi pemeriksaan
tanda vital, pemeriksaan fisik umum mulai dari ujung rambut hingga
ujung kaki, dilanjutkan pemeriksaan ke pencatatan serta dokumentasi
luka.

3. Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan penunjang mengikuti proses tata laksana medis pasien
dilakukan untuk kepentingan medis terkait penentuan derajat luka dan
kepentingan medikolegal terkait pembuktian kekerasan.

4. Tata Laksana Medis dan Medikolegal
Setelah diambil kesimpulan jenis penyakit dan jenis kekerasan yang
dialami perempuan dan Anak, dokter akan memberikan penanganan
sesuai dengan kondisi perempuan dan Anak, memberikan obat-obatan
yang dibutuhkan dan memutuskan apakah perempuan dan Anak harus
dirawat, dirujuk, atau dipulangkan. Apabila perempuan dan Anak sudah
membawa surat permintaan visum maka akan dibuat visum sesuai
aturan yang berlaku di rumah sakit, apabila belum dan ingin melapor
maka dapat diberikan penjelasan mengenai tata cara pelaporan.

6.2. Layanan Penegakan Hukum

Layanan penegakan hukum terdiri dari prosedur penyelidikan dan
penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Prosedur penyelidikan dan
penyidikan di kepolisian terdiri dari:

1. penerimaan laporan/pengaduan dari pelapor/korban;

2. penyelidikan;

3. penyidikan (proses verbal terhadap korban, proses verbal terhadap saksi,
proses verbal terhadap tersangka, pengumpulan bukti, meminta
keterangan saksi ahli) dan pengajuan restitusi;

4. komunikasi dan konsultasi dengan institusi terkait seperti psikolog,
rumah sakit, Balai Pemasyarakatan, dan sebagainya;

5. pemberkasan atau penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum
(JPU);
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6. penyerahan tersangka dan barang bukti apabila berkas perkara telah
dinyatakan lengkap (P-21); dan
7. jika bukti-bukti dari Berita Acara Perkara (BAP) belum lengkap maka

terdapat proses prapenuntutan.

Prosedur penuntutan di Kejaksaan meliputi:

1. penerimaan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);

2. penerimaan Berkas Perkara (tahap I} dengan format P-24, ceklist (BA
Pendapat), (Berita Acara/BA koordinasi dengan penyidik);

3. apabila terhadap berkas perkara belum lengkap maka Jaksa peneliti
memberikan petunjuk melalui P-18 dan P-19 termasuk petunjuk
pengajuan restitusi, namun apabila berkas perkara dinyatakan lengkap
maka Jaksa akan menerbitkan formulir P-21;

4. penerimaan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan formulir BA
4, BA5,dan BA 7;

5. pelimpahan tersangka ke Pengadilan Negeri setempat dengan formulir P-
29, P-31, dan P-33; dan

6. proses penuntutan sampai dengan eksekusi, termasuk di dalamnya
tuntutan restitusi (P42, P44, P48, BA 20, BA 23, BA 17, dan D3) dan
eksekusi.

Prosedur persidangan di pengadilan meliputi:
penerimaan berkas perkara;

penetapan majelis hakim;

penetapan hari sidang;

P B

persidangan, meliputi:

a. pembacaan dakwaan, apabila ada keberatan dari terdakwa atau
penasehat hukum, setelah ada tanggapan dari penuntut umum,
hakim akan membacakan putusan sela;

b. pembuktian: memeriksa alat bukti dan memeriksa barang bukti;
pembacaan tuntutan;
pledoi atau pembelaan dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum
(replik), jawaban kembali dari terdakwa (duplik); dan

e. putusan.

6.3. Layanan Rehabilitasi Sosial
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Prosedur layanan rehabilitasi sosial meliputi:

1. penerimaan korban pada layanan rehabilitasi sosial;

2. asesmen masalah dan kebutuhan korban oleh pekerja sosial, serta
pemberian persetujuan layanan oleh Penerima Manfaat. Asesmen
masalah dan kebutuhan ini meliputi penggalian rincian dan kronologis
kasus perempuan dan Anak serta masalah yang menyertai, jenis dan
bentuk kekerasan yang dialami Penerima Manfaat, latar belakang sosial
dan ekonomi Penerima Manfaat, hubungan Penerima Manfaat dengan
lingkungan sosialnya. Jika Penerima Manfaat setuju, maka berdasarkan
hasil asesmen ulang, dilakukan perencanaan layanan rehabilitasi sosial
lanjut, seperti lanjutan konseling dengan psikolog, rencana layanan
reintegrasi sosial. Apabila korban tidak bersedia maka petugas
melakukan identifikasi kekhawatiran dan kendala Penerima Manfaat,
serta pemberian edukasi kepada Penerima Manfaat. Apabila proses
edukasi tidak berjalan dan Penerima Manfaat melakukan penolakan
pemberian layanan rehabilitasi sosial maka petugas mencatat dan
melakukan terminasi;

3. asesmen gejala-gejala psikologi, dilanjutkan rujukan ke psikolog dan
psikiater atau layanan-layanan lainnya sesuai kebutuhan korban. Jika
sudah dilakukan asesmen pada saat layanan pengaduan, pada tahap ini
dilakukan asesmen ulang gejala psikologi oleh psikolog/ psikiater;

4. rujukan ke bimbingan rohani. Jika dinilai oleh petugas bahwa Penerima
Manfaat memerlukan bimbingan rohani, maka petugas merujuk
Penerima Manfaat yang memerlukan bimbingan rohani ke layanan
bimbingan rohani;
rujukan ke komponen layanan lainnya atau terminasi;
apabila Penerima Manfaat memerlukan layanan lainnya (layanan
kesehatan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial)l maka petugas
merujuk Penerima Manfaat ke layanan-layanan tersebut. Proses rujukan
disertai surat rujukan yang dilampiri Formulir Laporan Kasus yang berisi
gambaran kondisi psikososial Penerima Manfaat, sehingga Penerima
Manfaat tidak mendapatkan pertanyaan berulang dari petugas pada
layanan berikutnya.

6.4. Layanan Reintegrasi Sosial

Prosedur reintegrasi sosial meliputi:
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Pre-reintegrasi Sosial

Melakukan reviu terhadap laporan kasus Penerima Manfaat dan
mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh pendamping
Penerima Manfaat.

Asesmen Keluarga atau Keluarga Pengganti

Melakukan penelusuran keluarga dan lingkungan Penerima Manfaat
atau keluarga atau keluarga pengganti dan memastikan bahwa
lingkungan Penerima Manfaat adalah lingkungan yang aman dan
menjamin keselamatan Penerima Manfaat. Kemudian menanyakan
persetujuan Penerima Manfaat untuk mendapatkan pelayanan
reintegrasi ke keluarga/keluarga pengganti yang telah ditelusuri
tersebut.

Asesmen (Penilaian) Potensi dan Kebutuhan Reintegrasi Sosial
Melakukan asesmen (penilaian) atau menggali kebutuhan reintegrasi
sosial Penerima Manfaat, termasuk asesmen potensi ekonomi,
pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah reintegrasi
sosial. Keputusan reintegrasi sosial Penerima Manfaat dilakukan
berdasarkan asesmen potensi dan kebutuhan reintegrasi sosial
Penerima Manfaat.

Membuat Rencana Reintegrasi Sosial

Setelah tergali potensi dan kebutuhan reintegrasi sosial maka
dilanjutkan dengan membuat rencana reintegrasi sosial yang
mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), gender, dan
Anak dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan integritas etnis,
suku, budaya, jenis kelamin, identitas agama dan kepercayaan
Penerima Manfaat, serta mempertimbangkan pengalaman kekerasan
yang dialami dalam kasus tersebut.

Pelaksanaan Reintegrasi Sosial

Melakukan asesmen ulang untuk penyiapan Penerima Manfaat
direintegrasikan dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga
pengganti dan lingkungan yang akan menerima Penerima Manfaat.
Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan (contohnya: kartu tanda
penduduk) Penerima Manfaat. Pemberian bantuan reintegrasi sosial
dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di
mana Penerima Manfaat berada. Bantuan meliputi: pendidikan formal,
non formal dan informal, khususnya pada Penerima Manfaat anak,
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pelatihan, bimbingan, fisik/mental/sosial dan keterampilan sesuai
minat dan bakat korban, modal usaha, dan sebagainya.

6. Pemantauan
Pemantauan Penerima Manfaat dilakukan 3-6 bulan melalui kunjungan
langsung dan hubungan telepon atau bentuk interaksi lain tentang
laporan perkembangan kasus. Pemantauan mencakup keberhasilan dan
hambatan yang dialami Penerima Manfaat dalam proses reintegrasi,
status kesehatan, mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat
sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah reintegrasi
sosial, dan mengalami ancaman dari pelaku TPPO.

7. Terminasi.
Jika berdasarkan pemantauan, Penerima Manfaat telah siap dilakukan
terminasi maka diberikan penjelasan kepada korban tentang terminasi
bantuan.

G. KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK (CHILD SAFEGUARDING) DAN
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI DAN
PENYALAHGUNAAN SEKSUAL (PEPS) BAGI PETUGAS LAYANAN UPTD
PPA DAN PENYELENGGARA LAYANAN PPA LAINNYA

1. Kebijakan Keselamatan Anak

Dalam menyelenggarakan layanan yang menjadi hak dan kebutuhan Anak,
seluruh penyelenggara layanan juga wajib memperlakukan mereka sesuai
dengan protokol kebijakan keselamatan. Layanan perlindungan Anak
berkomitmen untuk menjaga dan mempromosikan kesejahteraan dan
perlindungan Anak yang mencerminkan tanggung jawab sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan dan  persyaratan praktik terbaik
perlindungan Anak. Layanan perlindungan Anak memiliki kebijakan protokol
jaminan perlindungan keselamatan Anak yang harus dipatuhi oleh semua
penyelenggara layanan.

UPTD PPA mematuhi tugas pengasuhan untuk menjaga dan mempromosikan
kesejahteraan dan perlindungan Anak dan remaja serta berkomitmen untuk
menjaga praktik yang mencerminkan tanggung jawab sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan dan  persyaratan praktik terbaik
perlindungan Anak. UPTD PPA menyadari bahwa kesejahteraan dan
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perlindungan Anak merupakan yang terpenting dalam semua pekerjaan yang
dilakukan dan dalam semua keputusan yang diambil. Semua Anak, tanpa
memandang usia, disabilitas, jenis kelamin, ras, agama atau kepercayaan,
atau apapun keadaannya, memiliki hak untuk dilindungi, diasuh, dan bebas
dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, penganiayaan, dan
eksploitasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Menghormati dan
mendukung hak tersebut merupakan inti dari keselamatan Anak.

Beberapa Anak juga rentan karena dampak dari pengalaman sebelumnya,
tingkat ketergantungan mereka, kebutuhan komunikasi atau masalah
lainnya. Bekerja dalam kemitraan dengan Anak, remaja, orang tua, pengasuh,
dan lembaga lainnya sangat penting dalam mempromosikan kesejahteraan
Anak dan remaja.

Tujuan

Layanan UPTD PPA akan:

a. melindungi Anak yang menerima layanan UPTD PPA dari bahaya, ini
termasuk Anak dari perempuan dewasa yang menggunakan layanan;

b. mencegah gangguan kesehatan atau perkembangan Anak;

c. menjamin staf dan sukarelawan, serta Anak dan keluarga mereka yang
memegang prinsip-prinsip menyeluruh dari keselamatan Anak.

Kebijakan ini berlaku untuk siapa saja yang bekerja atas nama Layanan
UPTD PPA termasuk staf senior dan pengawas, staf honorer, relawan, pekerja
profesional, staf lembaga rujukan, dan mahasiswa magang. Kegagalan untuk
mematuhi kebijakan dan prosedur terkait akan ditangani tanpa penundaan
dan pada akhimmya dapat mengakibatkan pemecatan atau pengucilan dari
organisasi.

Definisi
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Keselamatan Anak mengacu pada semua tindakan yang diambil atas nama
Layanan PPA UPTD PPA untuk menjaga agar semua Anak yang berhubungan
dengan mereka tetap aman, termasuk tindakan proaktif yang dilakukan
untuk memastikan Anak tidak berada dalam situasi bahaya akibat kontak
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langsung atau tidak langsung dengan UPTD PPA. Pengamanan Anak

mencakup:

a. pencegahan pelecehan fisik, seksual dan emosional, penelantaran dan
penganiayaan Anak oleh staf, pekerja profesional dan orang lain yang
menjadi tanggung jawab UPTD PPA, termasuk mitra, pengunjung dan
relawan di UPTD PPA; dan

b. memastikan bahwa Anak tumbuh dalam keadaan yang sesuai dengan
pengasuhan yang aman dan efektif serta mengambil tindakan untuk
memungkinkan semua Anak mendapatkan hasil terbaik.

Pelecehan Anak: Semua Anak rentan terhadap pengabaian dan pelecehan

atau eksploitasi dari dalam keluarga mereka dan dari individu yang mereka

temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 (empat) kategori utama pelecehan,
yaitu pelecehan seksual, fisik, emosional, dan penelantaran. Pelecehan yang
lebih spesifik termasuk dalam kategori ini, yaitu:

a. pelecehan fisik, termasuk memukul Anak sebagai alat kontrol atau
hukuman;

b. pelecehan seksual, termasuk aktivitas seksual dengan Anak di bawah 18
(delapan belas) tahun, meminta Anak untuk berhubungan seks atau
mengunduh gambar pelecehan seksual terhadap Anak di komputer
mereka;

c. eksploitasi komersial, termasuk yang langsung melakukan eksploitasi
seksual komersial Anak dan eksploitasi komersial yang bersifat tidak
langsung, misalnya menggunakan Anak sebagai promosi tidak berbayar
dari konten komersial viral dan yang dapat dibagikan;

d. penyalahgunaan online, termasuk perundungan online, paparan konten
yang tidak pantas melalui ruang obrolan online atau permainan video
online, atau pelindungan data yang tidak memadai;

e. pelecehan emosional atau perlakuan buruk, termasuk berulang kali
menyampaikan kepada seorang Anak bahwa dia tidak berharga atau
tidak memadai, pernyataan yang menyakitkan atau diskriminatif kepada
seorang Anak; dan

f. pengabaian, yang mencakup perawatan atau pengawasan yang tidak
memadai, seperti tidak memberikan akses ke perawatan atau perawatan
medis yang sesuai untuk Anak ketika dibutuhkan, kondisi kerja yang
tidak fleksibel yang dapat menyebabkan orang tua tidak dapat membawa
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Anak ke dokter atau Anak yang lebih tua harus tinggal di rumah untuk
merawat adik-adiknya.

Kerangka Hukum

Kebijakan ini disusun berdasarkan Undang-Undang dan Pedoman yang
berupaya melindungi Anak-Anak di Indonesia. Layanan UPTD PPA memiliki
pengaturan yang mencerminkan pentingnya melindungi dan mempromosikan
kesejahteraan Anak dan remaja.

Training dan Penyadaran

Layanan UPTD PPA akan memastikan tingkat pelatihan pengamanan yang
sesuai tersedia untuk semua staf dan setiap orang terkait dengan Layanan
UPTD PPA. Untuk semua staf yang bekerja atau menjadi sukarelawan dengan
Anak, Layanan UPTD PPA mensyaratkan mereka untuk memiliki pelatihan
kesadaran yang memungkinkan untuk:

a. memahami apa itu keselamatan Anak dan perannya dalam melindungi
Anak;

mengenali Anak yang berpotensi membutuhkan pelindungan;

memahami cara melaporkan pelanggaran terhadap pelindungan Anak;
memahami martabat dan rasa hormat saat bekerja dengan Anak; dan
memiliki pengetahuan tentang kebijakan keselamatan Anak.

®» p oo oo

Kerahasiaan dan Berbagi Informasi

UPTD PPA mengharapkan semua staf, relawan, dan wali untuk menjaga
kerahasiaan. Informasi hanya akan dibagikan dengan persetujuan Anak dan
wali Anak. Namun, jika informasi harus dibagikan dengan otoritas lokal
apabila seorang Anak dianggap berisiko terluka atau membahayakan orang
lain.

Perekaman dan Pencatatan

Catatan tertulis harus disimpan tentang segala kekhawatiran tentang orang
dewasa dengan kebutuhan pelindungan. Ini harus mencakup detail orang
yang terlibat, sifat perhatian dan tindakan yang diambil, keputusan yang
dibuat dan mengapa dibuat. Semua catatan harus ditandatangani dan diberi
tanggal. Semua catatan harus disimpan dengan aman dan rahasia sesuai
dengan Standar Layanan.
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Rekrutmen dan Seleksi

UPTD PPA berkomitmen terhadap pelayanan yang aman dan praktik
perekrutan yang aman, yang mengurangi risiko bahaya bagi Anak dari orang-
orang yang tidak cocok untuk bekerja atau berhubungan dengan mereka.
UPTD PPA memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup perekrutan
semua pembina, staf, dan relawan.

Media Sosial
Semua staf dan relawan harus mengetahui kebijakan dan prosedur layanan
UPTD PPA terkait media sosial dan kode etik perilaku terhadap Anak yang

dilayani.

Penggunaan Ponsel dan Teknologi Digital Lainnya

Semua staf, wali, dan relawan harus mengetahui kebijakan dan prosedur
Layanan UPTD PPA terkait penggunaan ponsel dan teknologi digital apapun
dan memahami bahwa memotret Anak dan remaja tanpa izin eksplisit dari
orang yang bertanggung jawab sebagai orang tua adalah melanggar hukum.

Pelaporan Pelanggaran

Penting bagi orang-orang dalam Layanan UPTD PPA untuk memiliki
kepercayaan diri untuk berbicara atau bertindak jika mereka melihat
pelanggaran dari keselamatan Anak. Mengungkap fakta terjadi ketika
seseorang menyampaikan kekhawatiran tentang aktivitas berbahaya atau
ilegal, atau kesalahan apapun dalam Layanan UPTD PPA. Ini termasuk
kekhawatiran tentang karyawan atau sukarelawan lain. Layanan UPTD PPA
akan melindungi pelapor.

Kontak Penting:

Petugas khusus untuk Keselamatan
Nama

Alamat

Email

No Telepon :

2. Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual
(PEPS) dalam Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
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Tujuan kebijakan PEPS dalam Standar Layanan PPA yaitu:

1. menciptakan suasana kerja UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA
lainnya yang bebas dari Kekerasan Berbasis Gender-EPS;

2. memberikan ruang aman bagi setiap Penerima Manfaat yang menerima
seluruh fungsi layanan dari UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA
lainnya;

3. berpartisipasi aktif di dalam kampanye pencegahan dan penanganan
kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender-EPS di UPTD PPA dan
penyelenggara layanan PPA lainnya;

4. memutus rantai Kekerasan Berbasis Gender-EPS di dalam layanan PPA
dan penyelenggara layanan PPA lainnya; dan

5. mengimplementasikan PEPS di dalam lingkungan layanan PPA dan
penyelenggara layanan PPA lainnya.

Prinsip Dasar PEPS

1. Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual (EPS) yang dilakukan oleh
UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA lainnya dianggap sebagai
pelangparan kode etik yang berat dan oleh karena itu dihukum dengan
memberhentikan yang bersangkutan dari pekerjaan tersebut.

2. Kegiatan seksual dengan Anak dilarang dilakukan terlepas dari usia
mayoritas atau usia persetujuan yang berlaku di wilayah tersebut.
Keyakinan yang salah akan usia Anak bukanlah pembelaan.

3. Pertukaran uang, pekerjaan, barang atau layanan untuk seks, termasuk
tawaran seksual atau berbagai bentuk perilaku yang merendahkan,
mempermalukan, dan mengeksploitasi sangat dilarang dilakukan.
Termasuk juga pertukaran bantuan yang disebabkan oleh Penerima
Manfaat.

4. Relasi seksual antara petugas layanan dalam UPTD PPA dan
penyelenggara layanan PPA dan Penerima Manfaat sangat tidak
dianjurkan karena relasi tersebut berlandaskan pada dinamika
kekuasaan yang tidak setara. Hubungan semacam itu merusak
kredibilitas dan integritas kerja (layanan PPA).

5. Apabila petugas layanan PPA mencurigai atau mengindikasi terjadinya
Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual (EPS) oleh petugas lainnya, baik
itu dari lembaga yang sama atau tidak maka orang tersebut harus
melaporkannya melalui mekanisme pelaporan lembaga yang dibangun.

6. Petugas layanan PPA berkewajiban untuk menciptakan dan menjaga
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lingkungan yang mencegah terjadinya Eksploitasi dan Penyalahgunaan
Seksual (EPS) dan mendorong penerapan kode etik yang dimiliki.

Sasaran dari kebijakan ini yaitu:

1. Petugas layanan PPA yang terlibat dalam layanan PPA dan penyelenggara
layanan PPA lainnya baik manajemen, petugas layanan, Penerima
Manfaat maupun vendor yang bekerja sama dengan UPTD PPA dan
penyeleggara layanan PPA lainnya.

2. Pihak yang berpotensi menjadi pelaku yaitu seluruh manajemen, staf,
dan sukarelawan pelaksana program.

3. Pihak yang berpotensi menjadi korban yaitu Penerima Manfaat, vendor,
konsultan yang bekerja sama dengan UPTD PPA dan penyelenggara
layanan PPA lainnya.

Bentuk EPS terdiri dari:

1. Aktivitas seksual dengan Anak (di bawah usia 18 tahun) terlepas dari
hukum atau standar setempat.

2. Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau layanan untuk seks, termasuk
jasa seks atau bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan, atau
eksploitatif.

3. Termasuk pertukaran bantuan yang disebabkan (diminta) oleh Penerima
Manfaat.

Relasi seksual antara pelaksana dan Penerima Manfaat.

5. Relasi (hubungan) semacam itu sangat tidak dianjurkan, mengingat
bahwa relasi itu berdasarkan pada dinamika kekuasaan yang tidak
setara dan dapat merusak kredibilitas dan integritas kerja.

Hak petugas layanan PPA yaitu:

1. Mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan kerja bebas dari
rasa takut dan kekerasan berbasis gender (KBG).

2. Melaporkan kasus eksploitasi dan penyalahgunaan seksual yang terjadi
baik pada dirinya maupun sejawatnya setelah mendapatkan “consent”
dari korban.

3. Dilindungi privasi dan kerahasiaan terkait laporan yang dilakukan
kepada Pengawas Kode Etik UPTD PPA.

4. Mengajukan ijin kerja untuk mengakses layanan pelindungan (bantuan
hukum, rumah aman, psikolog, psikiater, dokter) dan gaji tetap
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ditanggung selama ijin bekerja.

Kewajiban UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA lainnya yaitu:

1. Merekrut petugas sesuai dengan standar lembaga terkait kekerasan
berbasis gender-eksploitasi dan penyalahgunaan seksual.

2. Mengedukasi staf manajemen, petugas layanan dan Penerima Manfaat
tentang kekerasan berbasis gender di lingkungan UPTD PPA dan
penyelenggara layanan PPA lainnya.

3. Menjaga privasi dan kerahasiaan petugas layanan yang melaporkan
kasus kekerasan berbasis gender-eksploitasi dan penyalahgunaan
seksual di UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA lainnya.

4. Menindaklanjuti segala bentuk pelaporan yang masuk.

5. Melakukan penyelidikan, pengawasan dan penyediaan layanan untuk
pelaporan atas tindakan kekerasan berbasis gender-eksploitasi dan
penyalahgunaan seksual yang dilakukan di lingkungan UPTD PPA dan
penyelenggara layanan PPA lainnya.

6. Melakukan teguran dan memberhentikan petugas layanan yang diduga
dan terkonfirmasi melakukan kekerasan berbasis gender-eksploitasi dan
penyalahgunaan seksual baik kepada petugas lain, mitra kerja maupun
pihak luar yang diketahui melakukan pelaporan kepada UPTD PPA dan
penyelenggara layanan PPA lainnya.

7. Memberikan dukungan dan mendampingi petugas korban kekerasan
berbasis gender-eksploitasi dan penyalahgunaan seksual serta merujuk
pada lembaga lain untuk penanganan kasus (misalnya lembaga bantuan
hukum, Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan, psikolog/psikiater,
dokter).

8. Menciptakan ruang aman bagi petugas layanan baik di kantor maupun
di luar selama berada dalam konteks layanan.

9. Menyediakan layanan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender-
eksploitasi dan penyalahgunaan seksual di lingkungan kerja layanan
PPA.

Pencegahan Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual (EPS):

1. Pencegahan melalui proses seleksi dan penerimaaan (rekrutmen)
petugas, relawan, kontraktor, mitra kerja sama melalui skrining rekam
jejak calon staf/relawan terkait tindak pelanggaran kode etik khususnya
eksploitasi dan penyalahgunaan seksual.
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2. Melakukan uji kelayakan (due diligence) pada calon petugas, kontraktor,
mitra, lembaga yang akan bekerja sama dengan UPTD PPA dan
penyelenggara layanan PPA lainnya.

3. Meningkatkan kesadaran manajemen, petugas, Penerima Manfaat
maupun vendor yang bekerja sama dengan UPTD PPA dan penyelenggara
layanan PPA lainnya untuk memahami dan mengenal jenis eksploitasi
dan penyalahgunaan seksual serta mengetahui mekanisme pelaporan
eksploitasi dan penyalahgunaan seksual dan cara mengaksesnya.

4. Memberikan pelatihan dan lokakarya kepada manajemen, petugas
layanan, Penerima Manfaat maupun vendor yang bekerja sama dengan
UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA lainnya.

5. Memilih atau memilih kembali focal point PEPS dari UPTD PPA dan
penyelenggara layanan PPA lainnya.

6. Reorientasi atau peningkatan kapasitas focal point pencegahan
eksploitasi dan penyalahgunaan seksual agar dapat menjalankan
mekanisme pelaporan pencegahan eksploitasi dan penyalahgunaan
seksual.

Prinsip dasar dalam mekanisme laporan eksploitasi dan penyalahgunaan
seksual:
1. Rahasia

a. Membatasi akses penyebaran informasi.

b. Membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan saksi

terlibat.

c. Akses informasi terbatas untuk manajemen.

2. Dapat diakses

a. Dapat diakses oleh semua orang yang berada di area operasional.

b. Akses yang mudah untuk kelompok khusus yaitu Anak, lanjut usia,

dan difabel.

c. Komunitas/mitra diinformasikan tentang alur pelaporan jika ada
kasus kekerasan berbasis gender/eksploitasi dan penyalahgunaan
seksual dan mendorong komunitas/mitra untuk melaporkan.

Aman.

Mempertimbangkan potensi bahaya/risiko bagi semua pihak.
Mengkolaborasikan cara untuk mencegah dan menangani kasus.
Memastikan kerahasiaan, memberikan tawaran untuk perlindungan
fisik.

[T R T -
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3. Transparan
Komunitas yang menjadi korban mempunyai posisi tawar, memberikan
masukan, memahami cara mengakses dan mendapatkan perkembangan
dari kasus yang dialami.

Prinsip Dasar untuk Menangani Laporan Eksploitasi dan Penyalahgunaan

Seksual Individual:

1. Menjamin keselamatan dan keamanan pelapor/penyintas dan
keluarganya setiap saat.

2. Menjaga dan menghormati kerahasiaan orang yang terkena dampak dan
keluarganya setiap saat.

3. Bersabar, hormat, dan tidak memaksakan diri untuk informasi lebih
lanjut  ketika  pelapor/penyintas  belum  siap  menceritakan
pengalamannya dan hanya mengajukan pertanyaan yang relevan.
Nondiskriminasi dalam semua interaksi dengan penyintas /pelapor.

5. Menerapkan prinsip-prinsip tersebut kepada Anak, termasuk hak untuk
berpartisipasi dalam keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Jika
keputusan dibuat atas nama Anak, kepentingan Anak harus menjadi
pedoman utama dan mengikuti prosedur yang benar.

6. Keberpihakan pada penyintas/korban (survivor center).

Kriteria Kasus eksploitasi dan penyalahgunaan seksual:

1. Aktivitas seksual dengan Anak (di bawah usia 18 tahun) terlepas dari
hukum atau standar setempat yang dilakukan oleh manajemen, petugas,
volunteer, pekerja, Penerima Manfaat maupun vendor yang bekerja sama.

2. Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau layanan untuk seks, termasuk
jasa seks atau bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan, atau
eksploitatif yang dilakukan oleh manajemen, staf, volunteer, petugas,
Penerima Manfaat maupun vendor yang bekerja sama dengan UPTD PPA
dan penyelenggara layanan PPA lainnya.

3. Relasi seksual antara manajemen, staf, volunteer, petugas, Penerima
Manfaat maupun vendor yang bekerja sama dengan UPTD PPA dan
penyelenggara layanan PPA lainnya mengingat bahwa relasi itu
berdasarkan pada dinamika kekuasaan yang tidak setara dan dapat
merusak kredibilitas dan integritas kerja.
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Form Pelaporan pencegahan eksploitasi dan penyalahgunaan seksual

Identitas Diri

a. Nama pelapor : bisa disebut/anonim
b. Nama korban : identitas korban jelas
c. Nama pelaku : identitas pelaku jelas

Kasus kekerasan berbasis gender/eksploitasi dan penyalahgunaan seksual
a. Bentuk kekerasan berbasis gender

b. Waktu kejadian : hari, tanggal, jam kejadian

c. Lokasi : tempat kejadian

d. Kronologi peristiwa eksploitasi dan : apa saja yang dilihat, didengar,
penyalahgunaan seksual dirasakan secara langsung.

Tahap Tindak Lanjut Pelaporan

UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA lainnya berkewajiban melakukan
Tindak Lanjut terkait pelaporan yangdilakukan oleh petugas. Tahapan untuk

tindak lanjut sebagai berikut:
1. Berkomunikasi dengan korban untuk mengkonfirmasi dan mendetailkan
kronologis kejadian.

2. Mendiskusikan kebutuhan korban, misalnya akses kesehatan, rumah
aman, dan bantuan hukum.

3. Memanggil pelaku untuk konfirmasi dan klarifikasi atas tindakan yang
diduga dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

4. Mendiskusikan dengan korban terkait langkah hukum yang akan
ditempuh oleh korban.

5. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memberhentikan
pelaku dari pekerjaan.

6. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memberikan
informasi dan konfirmasi kepada internal dan eksternal terkait dengan
keputusan lembaga memberhentikan pelaku karena kasus kekerasan
berbasis gender-eksploitasi dan penyalahgunaan seksual.

Sanksi

UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA lainnya akan memberikan sanksi
dalam bentuk:
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1. Pemberhentian kontrak kerja sebelum masa kontrak habis jika terbukti
pelaku melakukan kekerasan berbasis gender-eksploitasi dan
penyalahgunaan seksual di dalam penyelidikan internal yang dilakukan.

2. Tidak memberikan surat rekomendasi kerja bagi pelaku.

Tugas Penanggung Jawab (Focal Point) pencegahan eksploitasi dan

penyalahgunaan seksual

1. Mensosialisasikan pencegahan eksploitasi dan penyalahgunaan seksual
termasuk jenis eksploitasi dan penyalahgunaan seksual dan mekanisme
pelaporan  eksploitasi dan  penyalahgunaan seksual kepada
komunitas /mitra kerja.

2. Memberikan pelatihan kepada semua staf UPTD PPA dan penyelenggara
layanan PPA lainnya dan pengarahan kepada mereka tentang mekanisme
pelaporan pencegahan eksploitasi dan penyalahgunaan seksual,

3. Memberikan informasi yang komprehensif kepada pelapor mengenai
mekanisme pelaporan.

4. Menindaklanjuti laporan yang diterima dari komunitas/mitra kerja
sesuai dengan mekanisme Pelaporan pencegahan eksploitasi dan
penyalahgunaan seksual yang telah disepakati.

5. Merujuk pada mekanisme multi sektoral penanganan kasus kekerasan
berbasis gender untuk pelayanan lanjutan bagi penyintas/pelapor.

6. Bekerja sama dengan penyidik selama proses investigasi eksploitasi dan
penyalahgunaan seksual untuk mendapatkan informasi lebih lanjut (jika
diperlukan) atau memberikan bantuan lain yang diminta.

7. Mengembangkan jaringan untuk membangun mekanisme pelaporan
pencegahan eksploitasi dan penyalahgunaan seksual dari komunitas ke
focal point.

Pengawas /Dewan Kode Etik UPTS PPA dan penyelenggara layanan PPA lainnya
yang menjadi Focal Point PEPS:

Jabatan Nama Alamat No telp Email
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Pernyataan Persetujuan

(1) Kebijakan Keselamatan Anak dan
(2) Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual
(PEPS)

Bagi Petugas Layanan UPTD PPA dan Penyelenggara Layanan PPA lainnya

Dengan ini saya:
Nama

NIK

TTL

Lembaga
Jabatan

Alamat

Menyatakan setuju menjalankan:
Kebijakan keselamatan Anak

Menyatakan setuju dengan hal di bawah ini demi perlindungan anak dalam

layanan PPA:

1) memperlakukan anak dengan hormat terlepas dari ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan,
etnis atau sosial, properti, cacat, kelahiran atau status lainnya;

2) tidak menggunakan bahasa atau perilaku terhadap anak-anak yang
tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual,
merendahkan martabat atau tidak pantas secara budaya;

3) tidak melibatkan anak dalam segala bentuk aktivitas atau tindakan
seksual, termasuk membayar untuk layanan atau tindakan seksual
sesuai dengan hukum yang berlaku untuk anak, persetujuan atau
tindakan tersebut merupakan pelanggaran di bawah hukum yang
berlaku;

4) menggunakan komputer, ponsel, atau video dan kamera digital apa pun
dengan tepat, dan tidak pernah mengeksploitasi atau melecehkan anak
atau mengakses pornografi anak melalui media apapun;

5) menghindari hukuman fisik atau disiplin anak;

6) menghindari mempekerjakan anak untuk pekerjaan rumah tangga atau
pekerjaan lain yang tidak pantas mengingat wusia atau tahap
perkembangan mereka, yang mengganggu waktu mereka yang tersedia
untuk kegiatan pendidikan dan rekreasi, atau yang menempatkan
mereka pada risiko cedera yang signifikan;

7) memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak;

8) segera melaporkan jika terjadi kekhawatiran atau dugaan
pelecehan /kekerasan anak sesuai dengan prosedur yang sesuai; dan

9) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perlindungan anak nasional yang berlaku.

www.peraturan.go.id



89 2022, No.85

Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual

(PEPS) meliputi hal-hal di bawah ini:

1) Tidak melakukan Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual (EPS) yang
karena hal ini merupakan pelanggaran kode etik yang berat.

2) Bersedia dihukum dan diberhentikan dari pekerjaan jika melakukan EPS
tersebut.

3) Tidak melakukan kegiatan seksual dengan Anak (seseorang di bawah 18
tahun) terlepas dari usia mayoritas atau usia persetujuan yang berlaku
di suatu wilayah. Keyakinan yang salah akan usia anak bukanlah
pembelaan.

4) Tidak melakukan pertukaran uang. pekerjaan, barang atau layanan
untuk seks, termasuk tawaran seksual atau berbagai bentuk perilaku
yang merendahkan, mempermalukan dan mengeksploitasi sangat
dilarang dilakukan, termasuk juga pertukaran bantuan yang disebabkan
oleh korban.

5) Tidak melakukan relasi seksual dengan petugas layanan dalam UPTD
PPA dan penyelenggara layanan PPA serta Penerima Manfaat karena
relasi tersebut berlandaskan pada dinamika kekuasaan yang tidak
setara. Hubungan semacam itu merusak kredibilitas dan integritas kerja
(layanan PPA).

6) Bersedia melaporkan petugas UPTD PPA dan penyelenggara layanan lainnya
yang dicurigai atau terindikasi melakukan Eksploitasi dan Penyalahgunaan
Seksual (EPS) terhadap petugas lainnya, baik itu dari lembaga yang sama
atau tidak, melalui mekanisme pelaporan lembaga yang dibangun.

7) Bersedia menciptakan dan menjaga lingkungan yang mencegah
terjadinya Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual (EPS) dan
mendorong penerapan kode etik yang dimiliki.

Saya memahami hal-hal yang disebutkan di atas dan menghindari tindakan
atau perilaku yang dapat ditafsirkan melanggar keselamatan anak dan
melakukan eksploitasi dan penyalahgunaan seksual.

Tertanda,

{(Nama lengkap)
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H. FORMULIR SURVEI KEPUASAN PENERIMA MANFAAT

Bagian ini hanya berisi pertanyaan untuk satu layanan. Bentuk pertanyaan
untuk layanan lainnya disesuaikan dengan pertanyaan di bawah ini.

Tanggal pengistan
Cara pengistan 1. Mengisi sendin 2. Diwawancara'dibacakon orang luin
Cam mengist 1. Mengisi langsung (hardpring) 2. Online

A. Penjelasan tentang formulir Kuesioner

Kuesioner ini berisi pertanysan tentang kepuasan masyarakst (Penerima Manfaat) terhadap layanan
perempuan dan anuk dan penyclenggara layanan PPA. Kuesioner dizjukan kepada responden yang menerima
Jjenis-jenis layanan (mengawab ya) atas berbagai fungsi layanan yang mencakup: (1) Pengaduan Masyarakat;
{2) Penjangksman Korban: (3) Pengelolaan Kasus: (4) Penampungan Sementara; (5) Mediasi; (6)
Pendampingan Koeban termasuk pendampingan layanan keschatan: layanan hukum; rchabilitass sostal dan
reintegrasi sosial,

B. Pernyataan Persetujuan

Terima kasth atas kesediaan Anda untuk berbicara dengan saya han ini. Sayn ingin memperkenalkan din.
Nama SBYA (.-oovosrirsmiraraiarans } dan UPTD PPA ..

Kami sedang melakukan Surver Kepuasan Masulnkn! GSI\M) stas layanan perempuan dan anak yang Anda
terima. Kami senang sckali dan terbantu jika Anda dapat berbagi informasi tentang pengalaman dan pendapat
Anda terhadap layanan yang telah dibenkun. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, jad: tolong berikan
kami pendapat yang jujur. Setiap informasi yang dikumpulkan dan Anda akan dijaga kernhasmannya. Kami
tidak akan menggunakan nama, nomor telepon. alamat, atau informasi pribadi lainnya yang dapat digunaken
untuk mengidentifikasi Anda. Partisipasi Andn dalam wawancara bersifat sukarcls dan Anda dupat
mengundurkan din kapan s

Apakah Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang survei mi? Mohon klanfikast dan konfirmasi
pemahaman respoaden.

Apakzh Anda memahami dan setuju untuk diwawancarai untuk SKM imi? Jika YA, lanjutkan.

C. [Identitas Responden

| Intsial nama

2 Umur

3 Jenis kelamin I Perempuan 2. Laki-laki
- Katcgon usia L. Anak 2 Dewasa 3. Lansia

5 Nomor telp'hp

6 Alamat email

7 Alamat asal Kabupaten: ...t PIOVISE e

8 Pendidikan terakhir 1.Tidak sckolah 2.SD  3.SMP 4SMA 5D3 6.S1 7.S2 8. 83

9 Pekerjoan ILASN 2 Swasta 3TNl 4Poln 35 Wiraswasta 6.Doscn
7.Mahasiswai 8, Pengacara 9. Petani 10.Lamnya, schutkan ...

10 | Jems kasus 1) Kckerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2) Tinduk Pidana Perdagangan Orang (TPPO),
3)  Kckerasan Scksual
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4) Kckerasan dalam pacaran (dating violence)

5)  Kckerasan dalam bekerja (pelanggaran hak ckonomi)

6) Kckerasan dalam politk (pelanggaran hak pohuk)

7)  Kckerasan dulam budaya (pelanggaran hak budaya)

8) Kckerasan sccara massal, dan‘atau mengalami ancaman
kehilangan nyaws, dan/atau ancaman

9)  Kckerasan dalam kondisi khusus (lanjut usia),

10) Kekerasan dalam kondisi khusus (disabilitas)

11) Kckerasan dalam kondisi khusus (bencana alam).

12) Kckerasan dulam kondist khusus (konflik),

13) Kckerasan dalam kondisi khusus (radikalisme. teronisme,
persckust ).

14) Anzk dalam siuasi darurat;

15) Anak yang berhadapan deagan hukum (ABH),

16) Anak dan kelompok minoritas dan tenisolasi;

17) Anak yong dicksploitast sccara ckonomi (pekerja anak) dan/atau
2 :

I18) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
pstkotroptka, dan zat adiktif lamnya;

19) Anak yang menjadi korban pomografi;

20) Anak dengan HIV/AIDS;

21) Anak korban penculikan/penyanderazn, penjualan, dan/atau

perdagangun;

22) Anak korban pemikahan anak;

23} Anak korban kejahatan scksual:

24) Anak korban janingan terorisme;

25) Anak Penyandang Disabilitas;

26) Anak korban perlakuan salah dan penclantarn;

27) Anak dengan penluku sosial menyimpang:

28) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait
dengan kondisi orang tuanys;

20) Lainnya:

D. Jenis Layanan

Apalmh Andas mendapatkan layenan-layanan di bawah ini? (jawaban boleh lebih dari satu)
Pengaduan Masyarakat

Penjangkanan Korban

Pengelolaan Kasus (rujukan), jika YA, layanan yang diberikan petugas UPTD PPA yaitu:
o Memberikan nomor kontak lembage rujukan

b. Memberikan surat rujukan ke layanan berikutnya

¢ Mengantar/mendampingi ke layanan berikutnya

d. Memberikan informast

¢. Lamnnya, scbhutkan
Penampungan Scmentara

Mediasi

Pendampingan Korban

a.  Pendampingan layanan keschatan
b. Pendumpingan rehabilitasi sosial

¢, Pendampingan pencgakan hukum
d. Pendampingan bantuan hukum

¢. Pendampingan reintegrast sosial

s =

2!

Pengaduan Masyarnkat/Penjangkauan Korban/Pengelolaan Kusus/Penampungan
Sementara’Mediasi Pendampingan  Korban (pendampingan layanan keschatan/pendampingan rehabilitasi
sossal'pendampingan penegakan hukum/pendampingan bantuan hukum dan pendampingan reintegrast sosial

(Catatan- a pilihlah salah satu utau beberapa layanan sesum dengan jenis layanan yang diteima Penenima

Manfaat; dan b, sctiap layanan dilakukan surver sesuai dengan komponen-komponen Survei Kepuasan
Masyarkat (SKM)).
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1 Apakah Anda pemah mendengar layanan (ya'tidak)

UPTD PPA scbelumnya?
2 Jika ya, darimana Anda tahu adanya layanan | I. Teman'kolega 2. Website 3. Pendamping
pengaduan di UPTD PPA? 4. Lainnya, scbutkan......._........
3 Jika tidak. layanan pengadunn apa yang
Anda hubungt?
4 Cara yang Anda gunakan ketika melaporke | 1. Telepon SAPA 120 2, Telepon ke nomor lam
UPTD PPA 3, Whatsapp ke nomor 08121290120
4. Menginm surat tertulis 5. Mengirim surst meladui
email 6. Datang langsung
7. Dyjangkaw/dijemput olch ttm UPTD PPA
No Pertanyasn (komponen Survey Kepuasan 1 2 3 4
Masvarakat (SKM))
1 Persyaratan Tidak mudah | Kurang Mudah Sangat mudah
mudah
2. Apakah Anda demintas dokumen tertentu
seperti KTPKK/SIM/dsb sehelum petugas
memberikan layanan? Ya'tidak
b, Adakah syarat yang diminta petugas agar
Anda bisa mendapatian layanan? Jika ada,
scbutkan....
2 Sistern. mekanisme. dan prosedur Tidak jclas Kurang jelas | Jelas Sangzat jclas

a Apekah tahap-tahap lsyansn pengaduan yang
Anda lalui mudsh? Ya'tdak

b, Apakah Anda mengalami kesulitan dalam
menjaluni tashap-tahap dalam pemberian
layanan? Ya/tsdak

3 Waktu penvelessian Tidak cepat Kurang cepat | Cepat Sangat cepat

Herapa lama Ands mendapatkan layanan? Jawab:

4 Biaya'ranf Tidak bayar Kurang Murah Sangat murah
murah

. Apakah Anda dipungut biaya dalam
mengakses layanan mi? Yo'tidak
b. Jika yn. berapa Anda harus memhn)n dan

untuk biaya apa saja? Jelaskan...
5 Produk lsyanan Tidak Kurang Lengkap Sangat lengkap
lengkup lengkap
Aps saja layanan yang Anda terima?
Jelaskan. .............
& Kompetensi pelaksana Tidak baik Kurang haik Bask Sangat haik
Apakoh petugas terlibat shli dan rampil dafam
memberikan layanan? Yaudak
7 Perilaku pelaksana Tidak baik Kurang baik Bask Sangat baik

Apakoh petugas bersikap ramah dan Anda merass
nymmsan sant is memberikan layanan? Ya'tidak

5 Penunganan pengaduan (kextik dan sarun) Tidak puas Kurung puas Puas Sangat pus
Apakoh Anida permsh menyampaikan
keluban/krtik/saran ates lsyunan yang Anda
torima? Ya/'tidak

9 Sarana dan prasarana Tidak baik Kurang baik Baik Sangat baik

I - Ty

wan tek

nuang peneTimaan
pcnnuduun godunb, mepa kursi, formuhr ds

layanan ini?

10 Keg Tidak puas Kurang puas Puas San;:m puas
B. = v U v .\nl‘ﬂ thadk L3 L 3 4
I Juan yange Amda terima?
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I. PENUTUP

Standar Layanan PPA ini wajib digunakan oleh UPTD PPA dan
mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk UPTD PPPA.
Layanan perlindungan bagi perempuan dan Anak ini sangat kompleks karena
layanan yang diberikan mencakup tugas dan fungsi lintas Dinas dan lembaga
penyelenggara PPA lainnya. Langkah-langkah untuk mengoordinasikan
pelayanan terintegrasi merupakan kegiatan yang harus didukung dengan
inovasi dan kemauan yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah
pusat dalam mewujudkan layanan PPA secara cepat, akurat, komprehensif,
dan terintegrasi. Merupakan pekerjaan besar untuk mendorong agar layanan
PPA benar-benar dibangun berbasis sistem informasi yang mudah diakses
sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara layanan PPA baik
di pusat dan daerah.

Standar Layanan PPA diharapkan dapat memberi manfaat dan
menjadi bahan pembelajaran bersama dalam mengawal PPA di Indonesia
serta memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan dan Anak. Standar
Layanan ini akan selalu disempurnakan sejalan dengan pengalaman
implementasi UPTD PPA di daerah serta hasil evaluasi layanan dan

kelembagaannya.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI
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